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ABSTRAK

Muhammad Husnul Syam. Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan oleh Ayah
Tiri Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Nomor 08/Pid.Sus/2016/PN BR)
(Dibimbing oleh H. Islamul Haqg dan Alfiansyah Anwar).

Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian terhadap pemidanaan pelaku
tindak pemerkosaan oleh ayah tiri perspektif hukum pidana Islam (Studi Putusan
Nomor 08/Pid.Sus/2016/PN BR)”, sub masalah 1). Bagaimana pertimbangan hakim
dalam memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan oleh ayah tiri
pada putusan nomor 08/Pid.Sus/2016/PN BR? 2). Bagaimana tinjauan hukum pidana
Islam terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan oleh ayah tiri pada putusan nomor
08/Pid.Sus/2016/PN BR?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena bertujuan untuk
mengetahui norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang dilakukan oleh para praktik
hukum terutamanya dalam kasus-kasus yang telah diputuskan, sebagaimana yang bisa
dilihat dalam perkara tindak pidana pemerkosaan oleh ayah tiri yang menjadi objek
penelitian. selain itu penelitian ini menggunakan studi pustaka dan studi lapangan,
dilaksanakan dengan menghimpun kepustakaan, baik itu primer maupun sekunder.
penelitian lapangan tersebut dilakukan pengamatan, dokumentasi dan wawancara.

Dari hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa 1). Majelis
Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa melihat beberapa pertimbangan
yang memberatkan dan meringankan sehingga terdakwa dijatuhi hukuman penjara
selama 10 tahun. 2). Pandangan hukum Islam perkara tersebut dibagi menjadi dua
hukuman yakni jarimah hudud dan jarimah ta’zir, hal tersebut Islam menetapkan
ancaman kepada ayah tiri yang melakukan pemerkosaan terhadap anaknya, sehingga
dijatunkan hukuman yang paling tinggi yaitu hukuman rajam pada jarimah hudud dan
Hukuman mati pada jarimah ta zir.

Kata Kunci: Pemerkosaan, Hukum Pidana, Jinayah
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PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliteri Arab-Latin
a. Konsonan
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi
dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
\ Alif Tidak Tidak
dilambangkan dilambangkan
< Ba B Be
< Ta T Te
& Sa S Es (dengan titik di
atas)
z Jim J Je
z Ha H Ha (dengan titik
di bawah)
z Kha Kh Ka dan Ha
3 Dal D De
3 Dhal Dh De dan Ha
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D Ra R Er
J Zai Z Zet
o Sin S Es
o Syin Sy Es dan Ye
o= Sad S Es (dengan titik di
bawah)
o= Dad D De (dengan titik
di bawah)
L Ta T Te (dengan titik
di bawah)
%) Za Z Zet (dengan titik
di bawah)
& ‘Ain - Koma Terbalik
Ke atas
¢ Gain G Ge
a Fa F Ef
3 Qof Q Qi
&l Kaf K Ka
J Lam L El

XVi




e Mim M Em
o Nun N En
B) Wau W We
° Ha H Ha
B Hamzah _’ Apostrof
< Ya Y Ye

Hamzah (¢) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi

tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda

)
b. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
i Fathah A A
) Kasrah I I
i Dammah U U

2) Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
- Fathah dan Ya Ai adani
¥ Fathah dan Wau Au adanu
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Contoh:
&8 kaifa
J3~ : haula
c. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Nama Huruf dan Tanda Nama
Huruf
&/ Fathah dan a a dan garis di atas
Alif atau Ya
- Kasrah dan 1 i dan garis di atas
Ya
¥ Dammah dan a u dan garis di atas
Wau
Contoh:
&l : Mata
= : Rama
Jé : Qila
&340 : Yamiitu

d. Ta Marbutah
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:
1) Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammabh,

transliterasinya adalah [t]
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2) Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah
[h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta
marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:
4aldm3;  : Raudah al-jannah atau Raudatul jannah
da@isndl  : Al-madinah al-fadilah atau Al-madinatul fadilah
A&l : Al-hikmah

. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda tasydid (), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:
5 . Rabbana
EEC Najjaina
CEC Al-Haqq
&l Al-Hajj
a2l : Nu’ima
e ‘Aduwwun

Jika huruf < bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf
kasrah (¢s-), maka ia litransliterasi seperti huruf maddabh (i).

Contoh:

208 @ ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
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e : “Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ¥ (alif
lam ma 'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan
seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf
gamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang
mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan

dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Wil : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
s : al-zalzalah (bukan az-zalzalah)
AELl : al-falsafah
R : al-biladu

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof () hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di
awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.
Contoh:

345 ta muruna

L5 sal-nau’
Bl : syai'un
&l s umirtu

h. Kata arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia
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Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia,
tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dar
Qur’an), Sunnah.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks
Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fi zilal al-gur’an

Al-sunnah gabl al-tadwin

Al-ibarat bi ‘umum al-1afz la bi khusus al-sabab
i. Lafz al-jalalah ()

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya
atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa
huruf hamzah. Contoh:

& &s dinullah &y billah

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah,

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

Alad ) 8 sh hum fi rahmatillah

j. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi
ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa
Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk

menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada
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permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang
ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal
kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang
tersebut menggunakan huruf kapital (Al).
Contoh:
Wa ma Muhammadun illa rasul
Inna awwala baitin wudi’a linnasi lalladhi bi Bakkata mubarakan
Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur’an
Nasir al-Din al-Tusi
Abu Nasr al-Farabi
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.
Contoh:
Abu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu
al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)
Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan:
Zaid, Nasr Hamid Abu)
2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

Swt = subhanahu wa ta ‘ala

Saw = sallallahu ‘alaihi wa sallam
a.s = ‘alaihi al-sallam

H = Hijriah
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SM
.

W.
QS.... 4
HR

= Masehi

= Sebelum Masehi

= Lahir Tahun

= Wafat Tahun

= QS al-Bagarah/2:187 atau QS lbrahim/..., ayat 4

= Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

U=

e)

9
&

c

_ i
= oS s

= plus sgalzglll Lo
= KL.\L

=3l G en

= o Al A Al )

:;}

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu

dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed.

et al.

Cet.

. editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu

atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

: “dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia).

Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.

(““dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

. Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

xXiii



Terj

Vol.

No.

. Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karya

terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara hukum yang memberlakukan supremasi hukum,
bukan supremasi kekuasaan.! Dalam konsepsi negara hukum ini mengandung arti
bahwa negara memberikan perlindungan hukum kepada warga negara itu sendiri
melalui pelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak dan menjamin hak
asasi manusia. Negara yang berdiri di atas hukum menjamin keadilan kepada
warga negaranya adalah negara hukum menurut Moh. Kusnardi, Harmaily
lbrahim.?

Indonesia saat ini memiliki kompleksitas mengenai persoalan anak yang
secara menyeluruh maupun komprehensif yang hingga saat ini belum
terselesaikan. Posisi anak masyarakat sangat rentan mengingat kondisi fisik dan
mental yang belum kuat dan dewasa. Tumpuan harapan masa depan bagi bangsa,
negara, masyarakat, maupun keluarga adalah anak. Maka dari itu anak perlu
mendapatkan perlakuan secara khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara
wajar baik fisik, mental, maupun rohani. Tanggung jawab orang tua yang tidak
boleh diabaikan adalah memelihara kelangsungan hidup seorang anak.’

Berbicara mengenai anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti

sepanjang sejarah kehidupan, sebab anak merupakan generasi penerus yang akan

! Alfiansyah Anwar, Analisis Yuridis Tindak Pidana Terhadap Penghinaan Badan Umum, 1
ed. (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), h.2.

2 Ishaq Ishag, “Pengantar Hukum Indonesia” (RajaGrafindo Perkasa, 2018), h.74.

3 Liza Agnesta Krisna, “Kajian Yuridis Sanksi Pidana Terhadap Ayah Sebagai Pelaku Tindak
Pidana Pemerkosaan Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014,” Jurnal Mercatoria 9, no. 2 (2017): h.104,
https://doi.org/10.31289/mercatoria.v9i2.434.



datang. Baik buruk masa depan bangsa tergantung pada baik buruknya kondisi
anak saat ini. Mengenai hal tersebut, maka perlunya perlakuan terhadap anak
dengan cara yang baik agar nantinya bisa tumbuh berkembang dengan baik dan
dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini.*

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dalam ketentuan
umum menyebutkan bahwa anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan
berkembang serta berhak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi sebagaimana disematkan pada Undang-Undang Dasar 1945.
Seseorang yang umurnya di bawah delapan belas tahun (18) dan masih di dalam
perlindungan orang tua itu adalah anak. Tugas orang tua sangatlah penting dalam
mendidik anak anaknya, sebagai orang tua haruslah melindungi dan menjaga
keselamatan anak mereka, namun pada zaman milenial ini banyak sekali orang tua
yang bahkan melanggar hak asasi anaknya sendiri.>

Fenomena zaman sekarang, terkadang terjadi kekerasan terhadap anak,
baik itu kekerasan secara fisik, psikis atau pun seksual yang targetnya adalah anak.
Berdasarkan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak
(SIMFONI-PPA), jumlah kasus kekerasan yang ada di Sulawesi Selatan pada 1
Januari 2022 hingga 15 September 2022 berjumlah 781 kasus, dengan rincian
korban laki-laki 113 orang dan korban perempuan 701 orang.® Menurut KUHP

pasal 89 menyebutkan bahwa kekerasan adalah suatu perbuatan yang

4 M Nasir Djamil, “Anak Bukan untuk Dihukum, cet. I11,” Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2015,
h. 11.

5 Hana Aulia Putri, “Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Korban Pemerkosaan dalam
Lingkungan Keluarga” 6, no. 1 (2021): h.13-14.

6 “Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA),”
kemenpppa.go.id, diakses 15 September 2022, https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan.



menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, membuat orang tidak
berdaya. Kekerasan yang sering dialami anak dapat merusak, berbahaya dan
menakutkan anak. Anak yang menjadi korban kekerasan sangat menderita
kerugian, dan tidak saja bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial seperti
halnya guncangan emosional dan psikologi yang dapat mempengaruhi kehidupan
masa depan anak.’

Indonesia memasuki periode keterpurukan hukum dimana kejahatan
terhadap anak meningkat tajam. Salah satu kejahatan yang sangat merugikan dan
meresahkan masyarakat adalah kejahatan persetubuhan terhadap anak. Salah satu
pelanggaran hak asasi manusia dari berbagai pelanggaran adalah persetubuhan.
Persetubuhan atau pemerkosaan terhadap anak termasuk salah satu masalah
hukum yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam sebagaimana diketahui
bahwa perbuatan tersebut sangatlah melanggar norma sosial yaitu kesopanan,
agama dan kesusilaan. Perlakuan kejahatan pemerkosaan ini tidak hanya dilakukan
oleh orang dewasa tetapi juga dilakukan oleh para remaja maupun anak-anak,
namun yang sangat tragis yang melakukan persetubuhan tersebut adalah ayah tiri
itu sendiri.

Pemerkosaan yang terjadi dapat disebabkan oleh dua faktor, yang pertama
adalah faktor internal yang dorongan diri pribadi pemerkosa, dikarenakan adanya
emosi, kebencian, dan nafsu seksual yang cukup tinggi, sehingga menyebabkan
pemerkosaan. Kemudian dari faktor internal ada juga dari faktor eksternal, seperti

adanya kesempatan, keinginan untuk fantasi seksual, terpengaruh oleh pornografi

" Maidin Gultom, Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan, cet. Il (Bandung: PT.
Rafika Aditama, 2014), h.2.



sehingga keinginan seksual yang cukup tinggi mengakibatkan diri sendiri tidak
dapat dikendalikan.

Pemerkosaan menurut Islam dikenal sebagai zina. Dalam konsepsi pidana
figih (al-Hudud), tindak pidana pemerkosaan digolongkan sebagai kejahatan atas
kehormatan (hak al- ‘ardh), perzinahan yang berupa ancaman hukuman cambuk
100 kali atau rajam sampai mati. Namun pemerkosaan berbeda dengan perzinahan
karena selain melakukan kejahatan kehormatan terdapat juga unsur pemaksaan dan
kekerasan.®

Perzinahan menurut bahasa, mengacu pada hubungan seksual antara
seorang pria dan seorang wanita di depan alat kelamin yang tidak didasarkan pada
kepemilikan atau keraguan tentang kepemilikan. Zina menurut istilah Syara berarti
hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita atas dasar persetujuan
suka sama suka tanpa ikatan perkawinan. Menurut Abdul Halim Hasan, zina
berarti seorang laki-laki memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan wanita,
dengan tidak dinikahi dan juga tidak terjadi dengan syubhat.®

Pelaku perzinaan di dalam agama islam dibedakan menjadi dua, yaitu
perzina muhshan dan === ¢ (ghairu muhsan). Pezina (s« (muhshan) yakni
pezina yang sudah memiliki pasangan yang sah atau sudah menikah, sedangkan
pezina o=« e (ghairu muhsan) yaitu pelaku yang belum pernah menikah dan

tidak memiliki pasangan yang sah.

8 Selviyanti Kaawoan et al., “Pemerkosaan Anak Kandung oleh Orang Tua dalam Pandangan
Islam,” Irfani 11, no. 1 (2015): h.129.

% Islamul Haq, “Islamic Criminal Law On Jarimah Zina’s Testimony: Uncovering The
Conflicts Between Sharia Doctrine And Reality,” Al-Risalah Jurnal Iimu Syariah dan Hukum, 2022,
h.55.



Menurut hukum Islam, salah satu dosa yang besar adalah perzinaan.
Kegiatan-kegiatan seksual yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang
sudah menikah dengan laki-laki atau perempuan yang bukan suami/istri sahnya,
termasuk perzinaan. Di dalam Al-Qur’an dikatakan bahwa semua orang islam
percaya dosa besar dan dilarang oleh Allah SWT adalah berzina.*®

Berdasarkan syariat Islam tuntunan dan pola hidup yang lengkap mencakup
semua aspek kehidupan dan jangkauannya bukan hanya dalam urusan duniawi,
tetapi juga urusan akhirat. Perbuatan zina sangat menimbulkan kerusakan yang
besar, karena zina adalah bagian dari perbuatan haram dan dosa besar serta
berakibat pada hukuman had.

Mendekati perbuatan zina (pemerkosaan) sangat dilarang di dalam Al-
Qur’an. Untuk mendekati perbuatan tersebut, ajaran agama Islam telah
memberikan tanda larangan, apalagi melakukannya terhadap anak kandung atau
pun anak tiri itu sendiri, karena itu adalah kejahatan yang dapat merusak tatanan
kehidupan keluarga, rumah tangga dan kehidupan sosial masyarakat. Seperti yang
dijelaskan di dalam Q.S Al-Isra:32, Allah menjelaskan:

Mo 2 3l HRAD T 1 53086 ¥ 530 2L A1 R A o 30 151586 Y5

Terjemahan:

Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan
keji dan jalan terburuk.!

Di dalam Q.S at-Tahrim:6
¥ s bvle A8da e §olaallp G BAsE5 150 A&uAT; & 1 5l oall 0

G35 (3l s 2 5l G a1 ¢ i

10 Kaawoan et al., “Pemerkosaan Anak Kandung oleh Orang Tua dalam Pandangan Islam,”
h.130.

1 ajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, “Kementerian Agama Republik Indonesia,” Qur’an
Kemenag in Microsoft Word Versi 2 (2010).



Terjemahan:

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api
neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah
malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada
Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu
mengerjakan apa yang diperintahkan.?

Berdasarkan apa yang telah disampaikan Allah di dalam dua ayat Al-
Qur’an tersebut sangatlah jelas, bahwa setiap umat manusia yang mulia dan
beriman agar tidak mendekati dan melakukan perbuatan keji terhadap
keluarganya, karena sebagai manusia yang diberikan kesempurnaan oleh Allah
harusnya senantiasa dapat menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan-perbuatan
yang tidak baik dan marabahaya yang berujung pada neraka.®

Melihat dari perbuatan tersebut adapun perbedaan antara hukuman zina
dengan hukuman pemerkosaan yaitu hukuman zina dikenakan pada kedua belah
pihak laki-laki maupun perempuan, sedangkan untuk pemerkosaan hanya
diberikan kepada pelakunya saja dan tidak dikenakan kepada orang yang menjadi
korban. Seperti pada masa Nabi Muhammad Saw yang pernah terjadi seorang
perempuan yang diperkosa, kemudian pada kasus tersebut Rasulullah tidak
menjatuhkan hukuman terhadap perempuan tersebut.!* Karena kasus
pemerkosaan, perempuan yang menjadi objek kekerasan yang dipaksa (ikrah) atau
dizalimi. Hal tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

s L;w‘ GE 53R A Gy cJB A Jsks G e A ) e G e
Lad 538 5 &gl s aala (0 8155 Gia Eioa qalle 15h & L (il

Artinya:

2 Al-Qur’an.

13 Kaawoan et al., “Pemerkosaan Anak Kandung oleh Orang Tua dalam Pandangan Islam,”
h.130-131.

14 Sayyid Sabiq, “Fikih Sunah 6,” Bandung: Al-Ma arif, 1990.



Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas Radhiyallahu ‘Anhuma, bahwasannya
Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda, “Sungguh Allah
Subhanahu wa Ta’ala telah mengampuni karena aku untuk umatku
ketidaksengajaan, lupa, dan sesuatu yang terjadi karena mereka dipaksa.”
(Hadits hasan, HR. Ibnu Majah, Al-Baihagi, dan yang lain).%®

Dari hadist di atas memberikan petunjuk hukuman kepada siapa yang diberikan
hukum atas perbuatannya. Perempuan yang menjadi korban pemerkosaan tidak
dikenakan hukuman, seperti hukuman yang diberikan atas perbuatan zina.

Dalam kasus pemerkosaan, (i) sf ¢ salall ol SY1) paksaan terhadap korban,
ketika korban tidak dapat melawan dan mengelak bahkan diceredakan maka
berlaku hukuman terhadap pelaku yaitu hukuman had yang paling tinggi. Namun
jika korban dapat melawan, maka wajib mempertahankan dirinya berdasarkan
hukum (Jiball x82),16

Kasus pemerkosaan juga pernah terjadi di Kabupaten Barru, Sulawesi
Selatan. Kronologisnya, seorang ayah berinisial M usia 51 tahun, menjemput anak
tirinya berinisial N, usia 11 tahun, pulang dari sekolah. Dalam perjalanan pulang,
terdakwa M membelokkan sepeda motornya keluar dari jalan menuju ke semak-
semak. Terdakwa kemudian memarkir motornya dan menyuruh korban untuk
baring di semak-semak. Terdakwa kemudian membuka celananya sendiri sampai
di bawah lututnya, kemudian menyuruh dan memaksa korban untuk membuka
celananya tetapi korban menolaknya. Terdakwa lalu mengancam korban. Karena

korban takut dengan terdakwa, sehingga korban menuruti kemauan terdakwa.

15 Radio Rodja, “Hadits Arbain Ke 39 — Hukum Tidak Sengaja, Lupa dan Dipaksa,” 2022,
https://www.radiorodja.com/51515-hadits-arbain-ke-39-hukum-tidak-sengaja-lupa-dan-dipaksa/.

16 Mohd Farid Bin Yahaya dan Ahmad Kamal Bin Mansor, “Jenayah Rogol Dan Hukumannya
Menurut Islam,” 2011, http://dpm-mansoura.blogspot.co.id/2011/11/jenayah-rogol-dan-hukumannya-
menurut.html.



Setelah kejadian tersebut, terdakwa kembali melakukan pemerkosaan
terhadap anak tirinya di dalam kamar ketika istrinya sedang memasak di dapur.
Hal ini diketahui ketika saksi R selaku guru korban yang curiga atas kedekatan
terdakwa dengan korban yang selalu antar jemput ke sekolah. Sehingga saksi R
memanggil korban dan menanyakan kedekatannya kepada terdakwa. Dari hal itu
kemudian korban menjelaskan semua perbuatan yang dilakukan oleh ayah tirinya
terhadap korban. Setelah korban menceritakan hal tersebut, saksi R membawa
korban ke Ibunya dan menjelaskan perbuatan terdakwa. Atas perbuatannya,
terdakwa melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak.'’

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, menarik penulis untuk
melakukan penelitian tindak pidana pemerkosaan oleh ayah tiri. Oleh karena itu
penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Pemidanaan Pelaku Tindak
Pemerkosaan oleh Ayah Tiri Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan

Nomor 08/Pid.Sus/2016/PN BR)”.
B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diuraikan 2 (dua)

sub masalah pada penelitian ini, yaitu:
1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi terhadap pelaku
tindak pidana pemerkosaan oleh ayah tiri pada putusan nomor

08/Pid.Sus/2016/PN BR?

7 Direktori Putusan et al., “Putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor 08/Pid.Sus/2016/PN
BR,” 2016.



2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana
pemerkosaan oleh ayah tiri pada putusan nomor 08/Pid.Sus/2016/PN BR?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum pada penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan
merumuskan secara detail mengenai pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah tiri
melalui hukum pidana Islam dengan hukum pidana khusus yang ada di Indonesia,
maka dari itu penulis merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi terhadap
pelaku tindak pidana pemerkosaan oleh ayah tiri pada putusan nomor
08/Pid.Sus/2016/PN BR.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana
pemerkosaan oleh ayah tiri pada putusan nomor 08/Pid.Sus/2016/PN BR.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dalam dua aspek, yaitu
secara teoritis dan praktis.
1. Secara Teoritis

a. Peneliti berharap dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan
rujukan ataupun bahan referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya
terkhusus pada program studi Hukum Pidana Islam.

b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis dan dijadikan
sebagai kajian berikutnya yang mungkin memiliki kesamaan permasalahan
ataupun pembahasan yang serupa.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti
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Penelitian ini sangat bermanfaat untuk menambah dan memperluas
wawasan keilmuan yang sering didapatkan pada proses perkuliahan, dan
juga sebagai pemenuhan tugas akhir proposal skripsi.

. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi ataupun masukan
sekiranya yang sehubungan dengan penegakan hukum bagi pelaku tindak
pidana pemerkosaan dan sebagai informasi bagi peneliti berikutnya.

Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan kesadaran dan wawasan pemahaman
kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sekiranya dapat
melanggar hukum salah satunya tindak pidana pemerkosaan.

. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan agar penegak hukum lebih tegas lagi memberikan
hukuman bagi pelaku pemerkosaan sehingga menimbulkan efek jera bagi

pelaku dan tidak melakukan perbuatannya lagi.



BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti adapun penelitian lainnya yang
penulis peroleh yang sekiranya dianggap relevan untuk digunakan sebagai
pendukung terhadap penelitian ini, dan tidak menutup kemungkinan ada kesamaan
pada penelitian tersebut, yang bertujuan tidak ada duplikasi penelitian selanjutnya.
Beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, sebagai berikut:

Penelitian skripsi pertama yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana
Persetubuhan yang Dilakukan oleh Ayah Secara Paksa Terhadap Anak Tiri (Studi
Kasus no: 553/Pid.B/2015/PN.Mks)”, yang disusun oleh Nurhasanah, mahasiswa
Universitas Hasanuddin Makassar. Penelitian itu bertujuan untuk mengetahui
penerapan ketentuan pidana materil tentang tindak pidana persetubuhan yang
dilakukan oleh ayah secara paksa terhadap anak tiri. Pada penelitian ini penulis
menggunakan teknik pengumpulan data dengan turun langsung ke lapangan
(Pengadilan Negeri Makassar) untuk mengumpulkan data dari wawancara hakim
dan studi dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan teknik
kualitatif yang kemudian disajikan secara deskriptif. Hasil-hasil penelitian dan
pembahasan menunjukkan bahwa penerapan ketentuan pidana materil terhadap
kasus tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh ayah tiri secara paksa
terhadap anak tiri, penerapan hukumnya telah sesuai dengan perundang-undangan
yang berlaku. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik

berupa keterangan para saksi maupun pengakuan terdakwa yang semuanya

11
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bersesuaian sehingga mampu memberikan pertanggungjawaban atas perbuatannya
dan dapat menerima sanksi hukum yang dijatuhkan oleh majelis hakim. Persamaan
dalam penelitian ini, yaitu sama-sama membahas tentang pemerkosaan terhadap
anak yang dilakukan oleh ayah tiri, kemudian untuk perbedaan dari penelitian
tersebut sangat jelas perbedaannya dari peneliti dengan penelitian terdahulu,
peneliti lebih mengarah kepada tinjauan figih jinayah terhadap tindak pidana
pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah tiri.*

Penelitian skripsi kedua yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak
Pidana Pemerkosaan Anak yang Dilakukan oleh Ayah Tiri (Studi Kasus Putusan
Nomor 8/Pid.Sus/2016/PN. Barru)”, yang disusun oleh Ahmad Zulfikar Nagib,
mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar. Penelitian itu bertujuan untuk
mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap kasus pemerkosaan yang
dilakukan oleh ayah tiri, serta untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil
terhadap tindak pidana pemerkosaan anak yang dilakukan oleh ayah tirinya. Pada
penelitian ini dilakukan di Kabupaten Barru, khususnya pada Pengadilan Negeri
Barru dengan melakukan wawancara hakim serta memperoleh data putusan.
Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif kemudian diuraikan
secara deskriptif yaitu menguraikan sesuai dengan permasalahan kemudian
menarik kesimpulan guna menentukan hasilnya. Pada penerapan hukum pidana

materil terhadap tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh

18 Nurhasanah, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Ayah
Secara Paksa Terhadap Anak Tiri (Studi Kasus no: 553/Pid.B/2015/PN.Mks)” (Universitas Hasanuddin,
2016).
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ayah tiri tersebut telah sesuai karena unsur-unsur tindak pidana dalam pasal
terbukti telah terpenuhi.*®

Penelitian skripsi ketiga yang berjudul ‘“Analisis Hukum Pidana
Pencabulan Terhadap Anak oleh Ayah Tiri (Studi Kasus Putusan Nomor
20/Pid.sus/2019/PN.Snj)”, yang disusun oleh Hasma, mahasiswa Institut Agama
Islam Muhammadiyah Sinjai. Penelitian itu bertujuan untuk mengetahui deskripsi
peristiwa tindak pidana pencabulan anak oleh ayah tiri dan juga analisis
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus pelaku tindak
pidana pencabulan anak tiri, penelitian tersebut menggunakan pendekatan yuridis
normatif dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada
instansi Pengadilan Negeri Sinjai untuk mencari data yang diperlukan terkait
dengan pembahasan penelitian tersebut dengan cara metode interview, yakni
pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara langsung terhadap hakim
terkait masalah yang diputus, dokumentasi dan penelusuran referensi.?

Berdasarkan hasil tinjauan penelitian terdahulu di atas, tidak menutup
kemungkinan adanya persamaan Yyaitu Sama-sama membahas tentang
pemerkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah tiri, kemudian untuk
perbedaan dari penelitian tersebut sangat jelas perbedaannya dari peneliti dengan
penelitian terdahulu. Peneliti lebih mengarah kepada tinjauan figih jinayah
terhadap tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah tiri berdasarkan

putusan nomor 08/Pid.Sus/2016/PN BR.

19 Ahmad Zulfikar Nagib, “Skripsi Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan
Anak Yang Dilakukan Oleh Ayah Tirinya (Studi Kasus Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2016/PN. Barru)”
(Universitas Hasanuddin, 2018).

20 Hasma, “Analisis Hukum Pidana Pencabulan Terhadap Anak Oleh Ayah Tiri (Studi Kasus
Putusan Nomor 20/Pid. Sus/2019/Pn. Snj)” (Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, 2020).
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B. Tinjauan Teoritis
1. Teori Pemidanaan

Berdasarkan sejarah, istilah pidana secara resmi digunakan oleh rumusan
pasal VI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 sebagai peresmian Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP). Begitupun dalam Pasal 1X-XV masih tetap
dipergunakan istilah hukum penjara.?*

Menurut Moeljatno, nama hukuman berasal dari kata “straf” dan istilah
“dihukum” berasal dari perkataan “woedt gestrqft” artinya istilah-istilah yang
konvensional. Dengan istilah-istilah itu beliau tidak setuju, dia menggunakan
istilah non konvensional, yaitu pidana untuk menggantikan kata “straf” dan
“diancam dengan pidana” untuk menggantikan kata “woedt gestrgft”. Menurutnya
kata “straf” diartikan “hukuman” maka “strafrecht” seharusnya diartikan “hukum
hukuman”. Pendapat beliau “dihukum” berarti “diterapi hukum” baik hukum
pidana begitupun hukum perdata. “Hukuman” adalah hasil atau akibat dari
penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas dari pada pidana sebab mencakup
juga keputusan hakim dalam hukum perdata.??

Berikut pengertian terkait pidana menurut pendapat beberapa ahli atau
pakar Belanda, yaitu:

a. Van Hamel berpendapat bahwa pengertian dari pidana atau straf menurut
hukum positif yaitu suatu penderitaan yang sifatnya khusus oleh yang telah
dijatunkan pada kekuasaan yang memiliki berwenang untuk menjatuhkan

pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum

2L Andi Marlina, Buku Ajar Hukum Pidana (Pena Persada, 2019), h.77.
22 Marlina, h.77.
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umum untuk seorang pelanggar, semata-mata karena orang tersebut telah
melakukan perbuatan yang melanggar dari suatu peraturan hukum yang harus
ditegakkan oleh negara.?®

b. Menurut Simons, straf atau pidana merupakan sebuah penderitaan yang oleh
undang-undang pidana telah menghubungkan dengan pelanggaran oleh suatu
norma, dimana suatu putusan hakim telah dituangkan bagi seorang yang
bersalah.?*

c. Menurut Alga Jassen, straf atau pidana merupakan alat yang dipergunakan oleh
penguasa (hakim) untuk mengingatkan mereka yang telah melakukan suatu
perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Tindakan dari penguasa tersebut telah
mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dimiliki oleh
terpidana atas nyawa, kebebasan, atau harta kekayaan, seandainya mereka tidak
melakukan tindak pidana.?®

Berdasarkan tiga rumusan mengenai pidana di atas, dapat dipahami bahwa
pidana tersebut sebenarnya hanya merupakan sebuah penderitaan atau suatu alat
belaka. Ini artinya bahwa pidana tersebut bukanlah merupakan suatu tujuan dan
tidak mungkin dapat memiliki tujuan.

Pidana pada satu sisi tidaklah dimaksudkan untuk memberikan penderitaan
kepada pelanggar atau memberikan ampun, tetapi di sisi lain juga agar membuat
pelanggar dapat kembali hidup bermasyarakat sebagaimana mestinya.

Hal ini perlu dijelaskan, agar di Indonesia jangan sampai terbawa arus

kacaunya berpikir dari para penulis di negeri Belanda, karena mereka seringkali

h.19.

2 Tolib Setiady, Pokok-Pokok Hukum Panitensier Indonesia (Bandung: Alfabeta, 2010),

2 p A F Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia (Bandung: Penerbit Armico, 1984), h.35.
2 Marlina, Buku Ajar Hukum Pidana, h.78.



16

mengatakan tujuan dari pemidanaan dengan ucapan tujuan dari pidana, sehingga

ada beberapa penulis di tanah air yang tanpa mereka sadari kacaunya cara berpikir

penulis Belanda tersebut, secara literal telah menerjemahkan perkataan doel der
straf dengan perkataan tujuan dari pidana, sebenarnya dimaksud dengan perkataan
doel der straf itu adalah tujuan dari pemidanaan.?®

Beberapa pakar mengemukakan pemidanaan itu sendiri sebagai berikut:

a. Menurut Sudarto pemidanaan itu sendiri adalah persamaan kata dari
penghukuman. Penghukuman tersebut berasal dari kata hukum, sehingga
diartikan sebagai penetapan hukum atau memutuskan tentang hukumnya
(berechten). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya
menyangkutkan bidang hukum pidana saja akan tetapi juga hukum perdata.
Karena itu tulisan ini berkisar tentang hukum pidana, sehingga istilah tersebut
artinya harus disempitkan, yaitu penghukuman pada perkara pidana, yang kerap
kali disamakan dengan pemidanaan atau pemberian atau menjatuhkan pidana
oleh hakim. Dalam hal ini penghukuman mempunyai arti yang sama dengan
sentence atau veroordeling

b. Menurut Andi Hamzah pemidanaan juga disebut sebagai penjatuhan pidana
atau pemberian pidana atau penghukuman. Dalam bahasa Belanda disebut
straftoemeting dan dalam bahasa Inggris disebut sentencing.?’

Pemerkosaan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak diatur
dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menjatuhkan sanksi pidana

berupa pidana penjara dengan penambahan paling lama pidana penjara 15 tahun

26 |_amintang, Hukum Penitensier Indonesia, h.36.
27 Marlina, Buku Ajar Hukum Pidana.
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dan paling singkat 3 tahun. Dari pidana tersebut adapun ancaman denda paling
banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.
60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Pada pengaturan sanksi pidana bagi
pelaku pemerkosaan terhadap anak yang ditetapkan pada pidana maksimum dan
minimum menjadi peluang bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi yang ringan
bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak, sehingga pemidanaan ini bertujuan agar
pelaku tidak mengulangi kejahatan tersebut terbuka lebar. Namun dari hal itu,
sanksi pidana tersebut belum menampung kepentingan perlindungan terhadap
korban, hanya mengarah kepada perbuatan pelaku.?®

2. Teori Relasi Kuasa

Relasi kuasa adalah suatu aliansi yang terbentuk antar pemeran tertentu
yang mempunyai rencana dengan tingkat kekuasaan yang berbeda. Pada relasi
kuasa memiliki unsur kemampuan sosial seorang tersebut yang dapat mengubah
sikap orang lain, dengan kata lain unsur kekuasaan ini mempunyai pengaruh saat
membuat suatu kegiatan yang dapat sesuai dengan kepentingan seseorang, bahkan
dapat untuk memiliki perlawanan dari orang lain.

Menurut Michael Foucault dalam konsep kekuasaan merupakan suatu
aspek dan relasi, ketika adanya suatu relasi maka disitu ada kekuasaan. Topik relasi
kuasa senantiasa memiliki dasar proses politik setiap tingkat individu ataupun
kelompok. Relasi kuasa adalah prinsip dari berpolitik. Kekuasaan bukan suatu
milik melainkan suatu bentuk strategi, kekuasaan berkaitan dengan strategi

praktek dalam suatu lingkup yang mana memiliki banyak kedudukan yang secara

28 Fitri Wahyuni, “Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana
Positif dan Hukum Pidana Islam,” no. 10 (n.d.), https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0071.95-1009.
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signifikan berkaitan satu dengan yang lainnya dan sewaktu-waktu mengalami
pergeseran. Kekuasaan berperan dengan program-program yang berjalan
dimanapun, kekuasaan semakin tersampaikan dengan adanya perbedaan-
perbedaan, begitu banyak sistem koordinasi, adanya perpaduan sosial antar sesama
individu maupun dengan kelompok.?°

Menurut Foucault kekuasaan tidak di dapat dan dilaksanakan di suatu
ruang lingkup yang mana begitu banyak posisi yang secara hakiki berkaitan antara
yang satu dengan yang lain. Foucaulut mengkaji kekuasaan lebih pada
perseorangan, topik dalam lingkup yang paling kecil. Karena kekuasaan meluas
tanpa pembatasan dan merasuk ke dalam seluruh hubungan sosial. Kekuasaan
berjalan dan tidak dimiliki oleh individu siapapun dalam asosiasi pengetahuan,
ilmu, kelompok-kelompok. Selain itu sifatnya tidak represif, tetapi
mengembalikan keadaan dan tatanan-tatanan dalam masyarakat. Karena
kekuasaan tersebut bergerak secara tak sadar pada hubungan kesadaran
masyarakat. Kekuasaan tidak hadir dari luar melainkan menentukan tatanan,
jaringan-jaringan, aturan-aturan itu dari dalam.*

Habermas berpendapat, bahwa pengetahuan telah hilang sikap
emansipatorisnya. Karena suatu pengetahuan sudah dikonstruksi secara sentimen
dengan memecahkan antara aspek teori dengan aspek praksisnya. Menurut
Habermas, pengetahuan ada yang mendasarkan pada aspek keinginan yang

mengandung sikap emansipatoris dalam kebutuhan intelektual pada diri manusia.

2 Swadesta Aria Wasesa, “Relasi Kuasa Dalam Novel Entrok Karya Okky Madasari,”
Skripsi. Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Yogyakarta, 2013, h.16.

30 Arif Syafiuddin, “Pengaruh Kekuasaan Atas Pengetahuan (Memahami Teori Relasi Kuasa
Michel Foucault),” Refleksi: Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam 18, no. 2 (2018): h.151,
https://doi.org/10.14421/ref.2018.1802-02.
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Karena pengetahuan akan mengarahkan pada aspek emansipatoris yang membuat
manusia akan tiba pada level otonomi dan tanggungjawab. Hal tersebut merupakan
tanggungjawab yang logis dari kepentingan pengetahuan yang mengundang oleh
keinginan pengetahuan yang mengungkapkan pengetahuan tersebut.

Foucault dan Hebermas menyajikan warna netral sebagai teorinya,
maksudnya teori tersebut tidak sengaja mengarah kepada negara sebagai pemilik
otoritas bersumber pada hukum. Dalam kaitannya dengan penerapan hukum, maka
tinjuan hukum yang memfokuskan pada trikotomi relasi, akan sering merujuk pada
aparat penegak hukum dan instrumen yang menunjangnya, yakni dengan
permainan kekuasaannya dalam memaknai kaidah-kaidah hukum yang dapat
dipaksakan dengan kewenangannya.3!

L'archeologie du savior (1969) dalam bukunya bahasa arkeologi
pengetahuan. Pengetahuan merupakan keinginan untuk berkuasa. Segala
perkataan yang mempunyai potensi objektif ilmu merupakan perkataan individual
yang mendapatkan kekuasaan. limu pengetahuan datang secara informatif, dan
berperilaku politis. Berperilaku politis tidak menyelewengkan demi kepentingan
politik tertentu, tetapi karena pengetahuan yang mengharuskan adanya suatu
hubungan-hubungan kuasa.®?

Satjipto Rahardjo merupakan cendekiawan Indonesia, menegaskan bahwa
melihat hukum tidak hanya dari tekstual saja, melainkan juga secara kontekstual.

Hukum progresif ketika menguraikan keadilan tidak hanya berpandang apa yang

81 Rocky Marbun, “Trikotomi Relasi dalam Penetapan Tersangka: Menguji Frasa
‘Pemeriksaan Calon Tersangka’ Melalui Praperadilan,” Undang: Jurnal Hukum 4, no. 1 (2021): h.167-
168, https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.159-190.

32 Nilasari Wulan Syafitri, “Relasi Kuasa Pengetahuan Dalam Pelecehan Seksual Di Wilayah
Pelabuhan Surabaya,” 2021, h.7-8.
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ada pada hukum dan peraturan (law in the book), melainkan juga memberikan apa
yang dibutuhkan oleh masyarakat (law in action). Penyusunan undang-undang dan
peraturan tidak berfokus pada kepatutan dan keadilan, tetapi juga memberikan
manfaat dan kepastian hukum. Satjipto Rahardjo mengetahui bahwa lenyapnya
keseimbangan antara kepastian dan keadilan diakibatkan oleh paradigma ‘otonomi
hukum’ di Indonesia yang begitu kaku. Dalam penyusunan hukum dan peraturan
harus seiringan dengan kebutuhan dasar masyarakat. Hukum progresif itu sendiri
mengoptimalkan kebutuhan masyarakat. Hukum progresif tersebut dianggap bisa
untuk memberikan keadilan yang rinci bagi masyarakat. Hukum progresif
mengarah pada aturan perundang-undangan bukan melihat dari pandangan hukum
itu sendiri, namun mengarah kepada kemauan untuk memperoleh tujuan sosial
serta perbuatan yang datang dari cara kerja hukum.3

3. Teori Hudud

Kata hudud merupakan bentuk jamak dari kata had. Pada dasarnya kata had
berarti pemisah antara dua hal atau yang membedakan antara sesuatu dengan yang
lain. Secara etimologi had artinya cegahan hukuman-hukuman yang dijatuhkan
terhadap pelaku kemaksiatan disebut hudud karena hukuman tersebut
dimaksudkan untuk mencegah agar orang yang dijatuhkan hukuman tidak

mengulangi perbuatan yang menyebabkannya dihukum.

33 Vivi Ariyanti, “Equity Sebagai Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Menyelesaikan
Perkara Pidana Perempuan,” Refleksi Hukum: Jurnal llmu Hukum 5, no. 1 (2020): h.65,
https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v5.i1.p63-84.
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Secara terminologi istilah syara’ had adalah pemberian hukuman yang
merupakan hak Allah. Hukuman bersyarat tidak termasuk ke dalam pengertian itu
karena tidak tentu dan penetapannya bergantung pada pendapat penguasa.*

Jarimah hudud adalah hukuman yang tidak bisa dihapuskan sebagai
perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh
nash, yaitu hukuman had (hak Allah) yang jumlahnya terbatas. Hukuman had yang
dimaksud tidak memiliki batas maksimal dan minimal serta tidak bisa dihapuskan
oleh perseorangan (korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili (ulil
amri). Para ulama sepakat bahwa yang termasuk dalam jarimah hudud ada tujuh,
yaitu zina, menuduh zina (qgadzf), mencuri (sirg), merampok, menyamun
(hirobah), minum minuman keras (surbah), dan murtad (riddah). Selain
ditentukan jumlahnya, hukumannya pun sudah jelas, baik melalui Al-Qur’an
maupun As-Sunnah. Lebih dari pada itu, jarimah ini juga termasuk dalam jarimah
yang menjadi hak Allah. Jarimah-jarimah yang menjadi hak Allah, pada
prinsipnya adalah jarimah yang menyangkut masyarakat banyak, yaitu untuk
memelihara kepentingan, ketenteraman, dan keamanan masyarakat. Oleh
karenanya, hak Allah identik dengan hak jamaah atau hak masyarakat. Pada
jarimah ini tidak dikenal pemaafan atas perbuat jarimah, baik oleh perseorangan
yang menjadi korban jarimah (mujnaa alaih) maupun oleh negara.®

Jarimah hudud pada perzinahan secara umum dalam artian sederhana
adalah hubungan kelamin di luar nikah. Islam telah menentukan cara menyalurkan

nafsu syahwat secara baik melalui lembaga perkawinan. Oleh karena itu

34 Hasan Mustofa dan Saebani Beni Ahmad, Hukum Pidana Islam (Figh Jinayah) (Bandung:
Pustaka Setia, 2013), h.46.

% Hasan Mustofa dan Saebani Beni Ahmad, Hukum Pidana Islam (Figh Jinayah) (Bandung:
Pustaka Setia, 2013), h.47.
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penyaluran nafsu syahwat di luar perkawinan tidak sesuai dengan tata cara yang
ditentukan Islam dan oleh karenanya, perzinahan dilarang secara tegas dan keras
oleh Islam. Ketegasan larangan ini dapat dilihat dalam firman Allah dalam surah

Al-lsra ayat 32:
M sl 340al GRAD S5 558 Y 5
Terjemahan:

Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan
keji dan jalan terburuk.

Islam menetapkan ancaman terhadap perzinahan dengan ancaman
hukuman yang paling berat, paling tinggi hukuman mati dan paling rendah
hukuman dera 100 kali. Oleh karena itu beratnya ancaman terhadap pezina, maka
para ulama menetapkan secara hati-hati pengertian dan kriteria dari perzinaan yang
berhak atas ancaman yang berat tersebut.®
Kemudian, suatu perbuatan dapat dikenakan sanksi apabila telah
memenuhi unsur-unsur. Dalam buku Abdul Qadir pengantar dan asas hukum
pidana Islam menjelaskan bahwa ada 3 unsur-unsur umum untuk jarimah yakni:
1. Unsur Formil adalah adanya nash atau undang-undang yang ancaman
hukuman dan larangan perbuatan.

2. Unsur materiil (perbuatan melawan hukum) adalah adanya sikap dan tingkah
laku jarimah, baik berupa perbuatan positif ataupun perbuatan negatif.

3. Unsur moral adalah pelaku merupakan orang yang dibebani hukum (mukallaf),
yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang

diperbuat.

276.

3% Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Figh, 1 ed. (Bogor: Prenada Media, 2003), h.274-
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Ketiga unsur tersebut harus memiliki suatu perbuatan untuk
dikelompokkan kepada jarimah. Unsur yang sifatnya umum berlaku untuk semua
unsur jarimah, sedangkan untuk unsur yang sifatnya khusus berlaku untuk masing-
masing jarimah dan berbeda dari jarimah yang satu dengan yang lain.%’

Ulama menekankan 2 (dua) unsur jarimah zina atau perbuatan
pemerkosaan yaitu?

1. Persetubuhan yang diharamkan
Persetubuhan yang dipandang sebagai zina adalah persetubuhan pada farji
(kemaluan). Tolak ukurnya adalah ketika kepala kemaluan (hasyafah) telah
masuk ke dalam farji meskipun sedikit. Hal itu juga dianggap zina meski ada
pelindung antara zakar (kemaluan laki-laki) dan farji (kemaluan perempuan),
ketika pelindung itu tipis tidak menghalangi untuk mendapatkan perasaan dan
kenikmatan bersetubuh.

2. Adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum

Unsur kedua dari jarimah zina yaitu pelaku memiliki niat untuk melawan
hukum. Unsur ini terpenuhi ketika pelaku melakukan persetubuhan, lalu pelaku
mengetahui bahwa korban yang dia setubuhi adalah orang yang diharamkan
baginya. Namun, apabila seseorang tersebut mengerjakan perbuatan dengan
sengaja, namun dia tidak tahu perbuatan tersebut haram maka dia tidak dikenai
hukuman had.3®

Orang yang berzina terbagi menjadi dua, yaitu sudah menikah dan belum

menikah.*® Adapun ancaman hukuman dibedakan antara seseorang bersifat sudah

37 H Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah (Sinar
Grafika, 2004), h.28.

38 Muslich, h.25.

39 Mustofa dan Ahmad, Hukum Pidana Islam (Figh Jinayah), h.255.
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menikah dengan yang bersifat yang belum menikah. Pada pezina yang sudah
menikah ancamannya adalah rajam yaitu dilempar dengan batu dalam ukuran
sedang sampai mati, sedangkan untuk yang belum menikah ancamannya adalah
dera 100 kali dan diasingkan selama satu tahun, sebagaimana Allah SWT.
berfirman dalam Q.S An-Nur ayat 2:

S O o ¢ A1) Lagy iOAT Y Sl B Lga a5 0K 1380 ¢ 305 Aol 5o

Crita3all (12 4iia Waalie 3¢ialy 531 o 5all5 L (5hes
Terjemahan:

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari
keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya
mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu
beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan)
hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin.

Walaupun dalam ayat tersebut tidak menjelaskan perzina mana yang dera
seratus kali itu, tetapi karena ada petunjuk tambahan dari Nabi, maka ulama
memahami pezina yang didera seratus kali itu adalah pezina ghair muhshan.
Hukuman 100 dera untuk pezina ghair muhshan itu adalah sebagai hukuman pokok
yang langsung ditetapkan dalam al-Qur’an. Sedangkan hukuman tambahan untuk
pezina ghair muhshan ini adalah diasingkan selama satu tahun.

Adapun untuk ancaman atau sanksi hukuman bagi pelaku zina yang
muhshan adalah rajam sampai mati. Ketentuan tentang hukuman rajam itu tidak
merujuk kepada Firman Allah, akan tetapi berdasarkan kepada hadits Nabi, baik
dalam bentuk ucapan langsung dari Nabi atau apa yang dilakukan sendiri oleh
Nabi.*

Nabi Muhammad Saw bersabda:

40 Syarifuddin, Garis-Garis Besar Figh, h.281.
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il ol 5 A B Al a0 AR Sl BTN Jea 8 e 1M e 1M

55505 40l Aa

Artinya:

Ikutilah semua ajaranku, ikutilah semua ajaranku. Sesungguhnya Allah
telah memberi jalan yang lain kepada mereka, yaitu orang yang belum
menikah (berzina) dengan orang yang belum menikah, (hukumnya) dera
100 kali dan diasingkan setahun. Adapun orang yang sudah menikah
(berzina) dengan orang yang sudah menikah (hukumnya) dera 100 kali dan
rajam.*

4. Teori Ta’zir

Ta’zir menurut artinya at-ta’dib, yakni memberi pengajaran. Pada figh
jinayah, ta’zir adalah bentuk jarimah, yang hukumnya ditentukan penguasa.
Dalam hal ini jarimah ta’zir ini sangat berbeda dengan jarimah gisas/diyat dan
hudud yang macam dan bentuk hukuman telah ditentukan oleh syara’. Tidak
adanya ketentuan tentang macam dan hukuman pada jarimah za zir karena jarimah
ini berkaitan dengan perkembangan masyarakat serta kemaslahatannya, dan
kemaslahatan tersebut selalu berubah dan berkembang. Pemberian kekuasaan
dalam menentukan bentuk jarimah ini kepada penguasa agar mereka merasa
leluasa mengatur pemerintahan sesuai dengan situasi dan kondisi wilayahnya,
serta kemaslahatan daerah. Oleh karena itu jarimah ta’zir disebut juga sebagai
jarimah kemaslahatan umum. Mengenai hukuman (sanksi), syara’ hanya
menyebutkan bentuk-bentuk hukuman dari yang berat sampai yang ringan. Tanpa
mengharuskan hukuman tertentu untuk jarimah tertentu pula, seperti pada jarimah

hudud gisas/diyat. Sehingga hakim diberikan keleluasan untuk menangani kasus

4 “Hukum Rajam Bagi Pezina,” almanhaj.or.id, diakses 29 Agustus 2022,
https://almanhaj.or.id/452-hukum-rajam-bagi-pezina.html.
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jarimah tersebut. Dia bebas berijtihad untuk menentukan vonis kepada pembuat

jarimah, sesuai dengan jenis jarimah dan keadaan pelakunya.*?

Abdul Qodir Audah membagi jarimah ta’zir menjadi tiga, yaitu sebagai
berikut:

a. Jarimah hudud dan gisas diyat yang mengandung unsur shubhat (samar) atau
tidak memenuhi syariat, baik shubhat fi al-fi /i, fi al-fa’il, maupun fi al-mahal.
Akan tetapi hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan maksiat, seperti halnya
pencurian harta syirkah, pembunuhan ayah terhadap anaknya, dan pecurian
yang bukan harta benda.

b. Jarimah ta.zir yang jenis jariman-nya ditentukan oleh nash, tetapi sanksinya
oleh syarat diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah palsu, sanksi palsu.
Mengurangi timbangan, memipu, mengingkari janji mengkhianati amanah, dan
menghina agama.

c. Jarimah ta’zir yang jenis dan sanksinya secara penuh menjadi wewenang
penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat.*?

Jumlah sanksi hukuman ta zir sangatlah banyak, dari hukuman yang ringan
sampai dengan hukuman yang paling berat. Wewenang yang diberikan hakim
untuk memilih di antara hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan

keadaan jarimah dan diri pembuatnya.

42 Mustofa dan Ahmad, Hukum Pidana Islam (Figh Jinayah), h.75.
3 Hasan Mustofa dan Saebani Beni Ahmad, Hukum Pidana Islam (Figh Jinayah) (Bandung:
Pustaka Setia, 2013), h.77.
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Hukuman ta’zir antara lain sebagai berikut:

a. Hukuman mati
Menurut syariat islam, pada dasarnya, hukuman ta’zir bertujuan untuk
memberikan pengajaran (ta’dib) dan tidak sampai membinasakan. Oleh
karenanya, dalam hukum za ’zir tidak boleh ada pemotongan anggota badan atau
menghilangkan nyawa. Akan tetapi, beberapa ulama memberikan pengecualian
dari aturan umum tersebut yaitu kebolehan dijatuhkan hukuman mati jika
kepentingan umum menghendaki demikian, atau jika pemberantasan tidak bisa
terlaksana, kecuali dengan jalan membunuhnya, seperti mata-mata, pembuat
fitnah, dan residivis yang membahayakan. Menurut ulama lain, pada jarimah
ta’zir tidak ada hukuman mati.**

b. Hukuman jilid
Di kalangan ahli hukum islam terjadi perbedaan pendapat mengenai batas
tinggi hukuman jilid dalam ¢ zir. Menurut pendapat yang terkenal dikalangan
ulama Maliki, batas tertinggi diserahkan kepada penguasa karena hukuman
ta’zir didasarkan atas kemaslahatan masyarakat dan atas dasar berat ringan
jarimah. Imam Abu Hanifah berpendapat bahawa batas tertinggi hukuman jilid
dalam ta’zir adalah 39 kali, sedangkan menurut Abu Yusuf 75 kali.**

¢. Hukuman penjara/kurungan
Dalam hukum Islam, hukuman penjara atau kurungan ada dua macam.
Pembagian ini berdasarkan lama waktu hukuman. Pertama, hukuman penjara

terbatas. Batas terendah dari hukuman ini adalah satu hari, sedangkan untuk

44 Hasan Mustofa dan Saebani Beni Ahmad, Hukum Pidana Islam (Figh Jinayah) (Bandung:
Pustaka Setia, 2013), h.79.

% Hasan Mustofa dan Saebani Beni Ahmad, Hukum Pidana Islam (Figh Jinayah) (Bandung:
Pustaka Setia, 2013), h.79.
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batas tertinggi, para ulama berbeda pendapat. Ulama syafi’iyyah menetapkan
batas tertingginya satu tahun karena mereka mempersamakannya dengan
pengasingan dalam jarimah zina. Ulama lain menyerahkan semuanya kepada
penguasa berdasarkan kemaslahatan. Kedua, hukuman penjara tidak terbatas.
Sudah disepakati bahwa hukuman ini tidak ditentukan waktunya terlebih
dahulu, tetapi berlangsung terus hingga terhukum mati atau bertobat dan
kembali menjadi orang yang baik pribadinya. Orang yang dikenakan hukuman
ini adalah penjahat yang berbahaya atau orang yang berulang-ulang melakukan
jarimah yang berbahaya.*®
d. Hukuman salib
Hukuman salib dalam jarimah gangguan keamanan (hirabah) merupakan
hukuman had. Akan tetapi, untuk jarimah za zir, hukuman salib tidak dibarengi
atau didahului oleh hukuman mati. Orang yang disalib hidup-hidup dan tidak
dilarang makan dan minum, tidak dilarang mengerjakan wudhu, tetapi dalam
menjalankan shalat cukup dengan isyarat. Penyaliban ini, menurut fugaha tidak
lebih dari tiga hari.
e. Hukuman ancaman (tahdid), teguran (tanbih), dan peringatan.

Ancaman adalah salah satu hukuman za zir dengan syarat membawa hasil dan
bukan hanya ancaman kosong. Misalnya dengan ancaman akan dijilid,
dipenjarakan, atau dihukum dengan hukuman yang lain jika pelaku mengulangi

tindakannya.*’

46 Hasan Mustofa dan Saebani Beni Ahmad, Hukum Pidana Islam (Figh Jinayah) (Bandung:
Pustaka Setia, 2013), h.79.
47 Hasan Mustofa dan Saebani Beni Ahmad, Hukum Pidana Islam (Figh Jinayah) (Bandung: Pustaka
Setia, 2013), h.79.
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Adapun hukuman teguran pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW.
terhadap Abu Dzar yang memaki orang lain dengan menghina ibunya.
Rasulullah SAW. berkata, “wahai Abu Dzar, engkau menghina dia dengan
menjelek-jelekkan ibunya. Engkau adalah orang yang masih dihinggapi sifat
Jahiliah.

Hukuman peringatan juga diterapkan dalam syariat Islam dengan jalan
memberi nasihat apabila hukuman ini cukup membawa hasil. Hukuman ini
dicantumkan dalam Al-Qur’an sebagaimana hukuman terhadap istri yang
dikhawatirkan berbuat nusyuz.

f. Hukuman pengucilan (al-hajru)
Hukuman pengucilan merupakan salah satu jenis hukuman ta’zir yang
disyariatkan oleh Islam. Dalam sejarah, Rasulullah pernah melakukan hukuman
pengucilan terhadap tiga orang yang tidak ikut serta dalam Perang Tabuk, yaitu
Ka’ab bin Malik, Miroroh bin Rubai’ah, dan Hilal bin Umaiyah. Mereka
dikucilkan selama lima puluh hari tanpa diajak bicara.*®

g. Hukuman denda (tahdid)
Hukuman denda ditetapkan juga oleh syariat Islam sebagai hukuman, antara
lain mengenai pencurian buah yang masih tergantung di pohonnya, hukukman
dendanya adalah dua kali lipat harga buah tersebut, di samping hukuman lain
yang sesuai dengan perbuatannya tersebut. Rasulullah SAW. menyatakan

bahwa orang yang membawa sesuatu kelur, baginya denda sebanyak dua kali

8 Hasan Mustofa dan Saebani Beni Ahmad, Hukum Pidana Islam (Figh Jinayah) (Bandung:
Pustaka Setia, 2013), h.80.
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beserta hukuman. Hukuman yang sama juga dikenakan terhadap orang yang
menyembunyikan barang hilang.*°

C. Kerangka Konseptual
1. Tindak Pidana dan Unsur-unsur Tindak Pidana

Fenomena masyarakat yang tidak dapat dilepaskan oleh ruang dan waktu
adalah tindak pidana atau biasa disebut dengan kejahatan. Van Hamel berpendapat,
tindak pidana adalah kelakuan orang (menselijke gedraging) dirumuskan dalam
sebuah undang-undang (wet), yang sifatnya melawan hukum, yang harus dipidana
(strafwaardig) dan dilakukan dengan kesalahan. Setiap pemerintahan dalam suatu
negara pastinya mengatur mengenai hukum dan pemberian sanksi atas perbuatan
melangggar hukum tersebut. Keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau
kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan Bersama yang dapat dipaksakan
pelaksanaannya dengan suatu sanksi disebut dengan hukum.*

Menurut para pendapat ahli hukum pidana menggunakan istilah “Tindak
Pidana” dengan istilah:

a. Peristiwa pidana (Strafbaar feit)

b. Perbuatan hukum (Strafbaar Handlung) yang sering digunakan oleh para
Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan

c. Perbuatan Kriminal (Criminal Act)

Perbuatan pidana dalam bahasa Belanda disebut dengan strafbaar feit, dibagi

menjadi tiga kata yaitu straf, baar, dan feit. Masing-masing kata memiliki arti:

a) Straf artinya pidana dan hukum

49 Hasan Mustofa dan Saebani Beni Ahmad, Hukum Pidana Islam (Figh Jinayah) (Bandung:
Pustaka Setia, 2013), h.80.
%0 Sudikno Mertukusomo, Mengenal Hukum (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2003).
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b) Baar artinya dapat dan boleh
c) Feit artinya tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.>*

Tindak pidana terbagi atas 2 yaitu Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana
Materil, Tindak Pidana Formil adalah perbuatan tertentu atau kelalain yang ada di
dalam perundang-undangan, sedangkan perbuatan materil yakni perbuatan yang
munculnya akibat tertentu.>> Marpaung berpendapat unsur tindak pidana terdiri
atas 2 unsur pokok, yaitu:

Unsur pokok subjektif:

a. Dolus (sengaja)

b. Culpa (Kealpaan)

Unsur pokok objektif:

a. Perbuatan manusia

b. Akibat perbuatan manusia (result)

c. Keadaan-keadaan

d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dihukum®

2. Pemerkosaan

Pemerkosaan merupakan bentuk kekerasan memaksa untuk melakukan
hubungan seksual dengan cara memaksa ataupun dengan cara kekerasan. Pada
masalah pemerkosaan ini seharusnya ditempatkan dalam konteks sosial yang lebih
luas, kaum perempuan yang menjadi posisi korban pemerkosaan secara sosial
didefinisikan dan dikontrol, sebab pemerkosaan seperti ini lah yang menjadi pola

relasi yang terjadi. Perempuan yang menjadi korban kekerasan yang menjadikan

51 Rahmanuddin Tumalili, Hukum Pidana (Yogyakarta: Deepublish, 2019).

52 Jan Remellink, Pengantar Hukum Pidana Materiil 1 (Yogyakarta: Sungging, 2014).

%3 Wirdjono Prodjodikoro, Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia (Bandung: Rafika Aditama,
2008).
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sebagai perwujudan ketimpangan historis dari hubungan-hubungan kekuasaan
antara seorang laki-laki dan perempuan yang menimbulkan dominasi dan
diskriminasi terhadap perempuan yang dilakukan oleh laki-laki serta menjadi
hambatan bagi kemajuan mereka.>*

3. Ayah Tiri

Thamrin Nasution (1986) berpendapat bahwa orang tua adalah orang yang
memiliki tanggung jawab dalam suatu lingkup keluarga atau memiliki tugas rumah
tangga di dalam kehidupan sehari-hari disebut sebagai ayah dan ibu. Seorang anak
yang tinggal dengan ayah tiri, pada umumnya jauh lebih mudah dan tidak
menguras amarah seorang anak, karena pada interaksi bangsa timur secara
emosional, fisik ataupun hal yang lainnya lebih condong dekat kepada ibu
kandungnya. Karena pada dasarnya seorang ayah tiri cenderung realistis dan sudah
siap untuk menempati posisi ini, sehingga kata berebut, perhatian dan kasih sayang
sangatlah jauh. Walaupun demikian seorang ayah tiri wajib untuk memiliki sifat
kesadaran bahwa anak tiri adalah makhluk-makhluk yang membutuhkan perhatian
dan kasih sayang sesuai dengan porsinya.>

4. Anak Tiri

Anak tiri dapat terjadi apabila suatu perkawinan itu salah satu belah pihak
baik itu suami maupun istri, maupun keduanya masing-masing membawa anak
dalam suatu perkawinannya. Anak tersebut tetap berada dalam tanggung jawab

orangtuanya, jika pada suatu pernikahan itu, pada pihak isteri membawa anak yang

% Andika. Legesan, “Korban Kejahatan Sebagai Salah Satu Faktor Terjadinya Tindak
Pidana Pemerkosaan,” Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951-952., no. 4 (2012): 5-24.

%5 Rizqiyah Ismayanmar, “Komunikasi Antara Anak Dengan Ayah Tiri Dalam Membangun
Dan Menjaga Hubungan” (Universitas Brawijaya, 2016).
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masih di bawah umur, maka menurut keputusan pengadilan anak tersebut masih

berhak mendapatkan nafkah dari pihak bapaknya sampai dia dewasa, dalam

keputusan tersebut tetap berlaku walaupun ibunya telah menikah lagi dengan pria

lain.%6

Islam memberikan hak-hak kepada seorang anak sejak mereka dalam

kandungan hingga mencapai kedewasaannya secara fisik maupun psikis. Adapun

macam-macam hak anak terhadap orang tuanya, yaitu:

a.

Anak mendapatkan hak penjagaan dan pemeliharaan saat masih dalam
kandungan maupun setelah lahir
Anak berhak mengetahui nasabnya

Hak menerima yang baik

. Anak berhak mendapatkan ASI dan ibu atau penggantinya

Hak mendapatkan asuhan

Anak memiliki hak mendapatkan warisan

. Hak mendapatkan Pendidikan dan pengajaran

. Anak berhak mendapatkan perlindungan hukum.®’

% Iman Jauhari, Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam (Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003), h.87.
5 C H Mufidah dan Mohammad Mahpur, “Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan?

Panduan Pemula untuk Pendampingan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak” (Cet. I,

2006).
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D. Kerangka Pikir

Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan
Oleh Ayah Tiri Perspektif Hukum Pidana Islam
(Studi Kasus Nomor 08/Pid.Sus/2016/PN BR)

Bagaimana pertimbangan hakim dalam Bagaimana tinjauan hukum pidana islam
memberikan sanksi terhadap pelaku tindak terhadap  pelaku  tindak  pidana
pidana pemerkosaan oleh ayah tiri pada pemerkosaan oleh ayah tiri pada putusan
putusan nomor 08/Pid.Sus/2016/PN BR? nomor 08/Pid.Sus/2016/PN BR?
Teori Pemidanaan dan Teori Hudud dan Teori
Teori Relasi Kuasa Tazir

4 A

Hasil Penelitian dari analisis pertimbangan hakim dalam memberikan
saksi terhadap perlaku tindak pidan pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah
tiri, dimana majelis hakim dengan melihat pertimbangan hal-hal memberatkan
dan yang meringankan sehingga menjatuhkan pidana penjara selama 10
(sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana
kurungan selama 3 (tiga) bulan. Tinjauan hukum pidana Islam terdakwa
diancam hukuman jarimah hudud dan ta’zir, dalam hal ini yang melakukan
adalah pezina muhshan (sudah menikah) maka ancamannya adalah rajam yaitu

Qlempar dengan batu dalam ukuran sedang sampai mati. /




BAB Il1
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena bertujuan untuk
mengetahui norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang dilakukan oleh para
praktik hukum terutamanya dalam kasus-kasus yang telah diputuskan,
sebagaimana yang bisa dilihat dalam perkara tindak pidana pemerkosaan oleh ayah
tiri yang menjadi objek penelitian. Pada jenis penelitian ini menggunakan studi
pustaka dan studi lapangan, dilaksanakan dengan menghimpun kepustakaan, baik
itu primer maupun sekunder. Pada penelitian ini juga menggunakan studi lapangan
dan penelitian lapangan tersebut dilakukan pengamatan, dokumentasi dan
wawancara.>®

B. Lokasi dan Waktu Penelitian
1. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini dilaksanakan di Barru tepatnya di Pengadilan
Negeri Barru, JI. Sultan Hasanuddin No. 1, Coppo, Kec. Barru, Kabupaten Barru.
2. Waktu Penelitian

Penelitian ini membutuhkan waktu berkisar satu bulan lamanya untuk
penulis menyelesaikan penelitian tersebut dan disesuaikan dengan kebutuhan

penelitian.

%8 Wahyudin Darmalaksana, “Metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan,”’
Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.

35



36

C. Fokus Penelitan

Penelitian ini berfokus pada pemidanaan pelaku tindak pidana
pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah tiri dalam perspektif hukum pidana islam.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data yang dikumpul dengan
sumber-sumber yang ada dalam putusan perkara Pengadilan Negeri Barru nomor
putusan 08/Pid.Sus/2016/PN BR tentang tindak pidana pemerkosaan oleh ayabh tiri.
Untuk mendapatkan hasil yang diinginkan maka penulis menggunakan data untuk
menjawab pertanyaan dan rumusan masalah tersebut.

1. Data Primer

Data primer tersebut adalah data yang didapatkan secara langsung dari
sumber data yang asli. Dalam hal ini peneliti mendapatkan beberapa informasi
yang berkaitan dengan penelitian dengan nomor putusan 08/Pid.Sus/2016/PN BR
Pengadilan Negeri Barru, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak, dan juga pada sumber lainnya.

2. Data Sekunder

Data sekunder ini diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari
buku-buku literatur, Al-Qur’an, jurnal, skripsi, website, dan data-data yang relevan

dengan masalah penulis bahas dalam penelitian ini.
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E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data ini sangat diperlukan untuk memperoleh data
dan informasi yang sesuai, yang berkaitan dengan pemidanaan pelaku tindak
pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah tiri. Adapun beberapa metode yang
digunakan dalam mengumpulkan data (instrument) sebagai berikut:

1. Pengamatan (observasi)

Observasi ini adalah salah satu teknik pengumpulan data untuk mengamati
secara langsung lokasi penelitian. Kegiatan ini biasanya menggunakan panca
idera, seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, agar memperoleh informasi
yang dibutuhkan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi ini
dilakukan agar dapat memperoleh gambaran yang riil dalam suatu peristiwa atau
kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian.>®

2. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan suatu proses interaksi atau komunikasi agar dapat
mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab dengan narasumber. Pada
dasarnya kegiatan wawancara ini semata-mata untuk mendapatkan informasi
secara mendalam lagi tentang isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Proses
ini juga digunakan agar dapat memperoleh bukti terhadap informasi atau

keterangan yang diperoleh dari teknik lain sebelumnya.®

% Mudjia Rahardjo, “Metode pengumpulan data penelitian kualitatif,” 2011.
80 Rahardjo.
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3. Dokumentasi

Selain dari pengamatan dan wawancara, informasi atau keterangan juga
dapat diperoleh melalui fakta yang tersimpan seperti dalam bentuk foto, surat,
jurnal kegiatan, catatan harian dan lain sebagainya. data seperti dokumen dapat
digunakan dalam menggali lebih dalam lagi informasi-informasi yang terjadi.®*

F. Uji Keabsahan Data
1. Editing

Penulis kembali memeriksa data yang diperoleh secara baik dari penemuan
data primer dan data sekunder, ditinjau dari hukum pidana Islam pada putusan
Nomor 08/Pid.Sus/2016/PN BR mengenai tindak pidana pemerkosaan oleh ayah
tiri.

2. Uji Kredibilitas

Bagaimana mencocokkan antara temuan dengan apa yang sedang
diobservasi. Untuk mencapai kredibilitas tersebut perlu perpanjangan pengamatan,
peningkatan dalam penelitian. diskusi kelompok bersama teman maupun Bersama
dengan dosen.

3. Pengujian Transferability

Pengujian ini merupakan validitas eksternal untuk menunjukkan derajat
hasil penelitian yang ketepatan atau dapat diterapkannya. Dimana hasil sampel

penelitian tersebut diambil dan data-data yang dikumpulkan.®?

61 Rahardjo.
2 Rian Vebrianto et al., “Mixed Methods Research: Trends and Issues in Research
Methodology,” Bedelau: Journal of Education and Learning 1, no. 2 (2020): 63-73.
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4. Pengujian Dependability

Pengujian ini dilakukan agar dapat memastikan apakah penelitian sudah
reliabel atau tidak.%

5. Organizing

Penulis Menyusun dan mengatur data dengan cara sistematis terhadap
kajian pemidanaan pelaku tindak pidana pemerkosaan oleh ayah tiri perspektif
hukum pidana islam pada putusan nomor 08/Pid.Sus/2016/PN BR, agar dapat
memperoleh gambaran untuk menjawab permasalahan, serta mengelompokkan
data yang diperoleh.

. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pengindraan (Description) dan penyusunan
transkrip serta material lain yang yang telah terkumpul, agar peneliti bisa
menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian
menyajikannya kepada orang lain, agar lebih jelasnya tentang apa yang telah
ditemukan atau yang diperoleh di lapangan. Analisis data ini nantinya akan
menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau yang berangkat dari kebenaran yang
bersifat umum mengenai suatu fenomena dan menggeneralisasikan kebenaran
tersebut dalam suatu peristiwa atau data yang terindikasi sama dengan fenomena
yang bersangkutan.®* Berikut tahapan dalam menganalisis data yang dilakukan

oleh penulis yaitu:

8 Vebrianto et al.
8 Saifuddin Azwar, Metedologi Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000).
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1. Reduksi data (Data Reduction)

Teknik reduksi data dimana pertama kali yang akan dilakukan adalah
memilih hal-hal pokok dan yang penting mengenai permasalahan pada penelitian,
yang kemudian membuang data yang dianggap tidak penting.

2. Penyajian data (Data Display)

Dimana peneliti melakukan interpretasi dan penempatan makna dari data
yang tersaji. Kegiatan ini dilakukan dengan cara komparasi dan pengelompokkan.
Data yang tersaji kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan sementara.
Kesimpulan sementara tersebut senantiasa akan terus berkembang sejalan dengan
pengumpulan data baru dan pemahaman baru dari sumber data lainnya, sehingga
akan diperoleh suatu kesimpulan yang benar-benar sesuai dengan keadaan yang

sebenarnya.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Sanksi Terhadap Pelaku
Tindak Pidana Pemerkosaan oleh Ayah Tiri pada Putusan Nomor

08/Pid.Sus/2016/PN BR

Pengertian dan makna hukum pidana telah banyak dijelaskan dalam
literatur sebagai salah satu bidang ilmu hukum. Dalam mendefinisikan hukum
pidana harus dimaknai sesuai dengan sudut pandang yang menjadi acuan. Secara
umum prinsipnya ada dua pengertian tentang hukum pidana, yakni disebut dengan
ius poenale dan ius puniend. lus poenale adalah pengertian hukum pidana objektif.

Hukum pidana tersebut menurut Van Hamel berpendapat bahwa pengertian
dari pidana atau straf menurut hukum positif yaitu suatu penderitaan yang sifatnya
khusus oleh yang telah dijatuhkan pada kekuasaan yang memiliki berwenang
untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari
ketertiban hukum umum untuk seorang pelanggar, semata-mata karena orang
tersebut telah melakukan perbuatan yang melanggar dari suatu peraturan hukum
yang harus ditegakkan oleh negara.

Menurut Simons merumuskan hukum pidana objektif sebagai “Semua
Tindakan-tindakan keharusan (gebod) dan larangan (verbod) yang dibuat oleh
negara atau penguasa lainnya, terhadap pelanggar ketentuan maka diancam derita
khusus, yakni pidana, begitupun untuk peraturan-peraturan yang menentukan

syarat bagi akibat hukum tersebut.%

8 Marlina, Buku Ajar Hukum Pidana, h.2.
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Tindak pidana adalah elemen dasar dari suatu kesalahan yang di perbuat
seseorang dalam melaksanakan kejahatan. Untuk diketahuinya suatu kesalahan
tersebut, harus berhubungan dengan keadaan perbuatan yang diakibatkan celaan
yang berupa kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa). Hal tersebut merupakan
bentuk-bentuk dari kesalahan, sedangkan kata lain dari kesalahan adalah (schuld)
yang bisa terjadi suatu tindak pidana yaitu seseorang tersebut telah melakukan
suatu perbuatan yang melawan hukum, maka perbuatan tersebut seseorang harus
bertanggungjawab atas tindak pidana yang dia lakukan agar dapat diadili dan
apabila seseorang tersebut terbukti bahwa terjadi tindak pidana yang dilakukan
seseorang tersebut, maka seseorang tesebut dapat dijatuhkan hukuman pidana
berdasarkan atas aturan yang mengaturnya.

Selanjutnya adapun hal yang dimaksud tentang tindak pidana pemerkosaan
yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XIV

tentang Kejahatan Kesusilaan yakni Pasal 285 KUHP, yang berbunyi:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa
seorang yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia diluar pernikahan
dihukum karena memperkosa dengan hukuman penjara paling lama 12
tahun.”

Dalam perumusan KUHP tersebut, membuktikan beberapa kriteria yang
dapat dikatakan suatu perbuatan pemerkosaan tersebut yaitu:

1. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan; tidak hanya kekerasan yang
digunakan sebagai sarana, namun melakukan ancaman untuk melakukan
kekerasan juga sudah cukup.

2. Memaksa perempuan; hal ini termasuk bahwa tidak ada persetujuan atau

consent dari pihak perempuan.
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3. Yang bukan istrinya; ketika perempuan yang dipaksa adalah istri pelaku
terserbut, maka perbuatan ini tidak termasuk dari pemerkosaan, walau ada
pemaksaan atau ancaman kekerasan untuk disetubuhi.

Unsur-unsur dalam perumusan ini berlaku secara kumulatif yang artinya
dikatakan suatu tindak pidana pemerkosaan jika memenuhi unsur-unsur tersebut.%

Untuk mencapai tujuan hukum pidana salah satunya adalah menjatuhkan
hukuman terhadap seseorang yang telah melakukan perbuatan tindak pidana. Pada
dasarnya pidana sendiri merupakan suatu hukuman penderitaan yang sengaja
dijatuhkan negara kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana.®’

Dalam  putusan perkara Pengadilan Negeri Barru  nomor
08/Pid.Sus/2016/PN BR, tindak pidana yang dilakukan oleh ayah tiri diberikan
hukuman berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak.

Berdasarkan dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni
terdakwa berinisial M pada hari yang tidak diingat lagi dan sekitar bulan
November 2015 jam 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain
dalam tahun 2015 bertempat di Dusun Alakkang, Desa Lompo Tengah,
Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru atau setidak-tidaknya dalam daerah
hukum Pengadilan Negeri Barru Berwenang mengadili, telah melakukan
kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan

dengannya.

% Muhammad Idran, “Tinjauan Yuridis Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Pemerkosaan Terhadap Anak Kandung,” FIAT JUSTISIA:Jurnal limu Hukum 5, no. 3 (2015): h.413-
414, https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5n03.336.

57 Marlina, Buku Ajar Hukum Pidana, h.79.
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Sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 d Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014, yang dilakukan oleh orang tua atau wali. Perbuatan tersebut
dilakukan oleh terdakwa dengan cara menjemput korban dari sekolahnya,
kemudian terdakwa mengajak korban yang berinisial N untuk pergi ke Tanete
Riaja dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa, dalam perjalanan pulang,
terdakwa membelokkan sepeda motornya keluar dari jalan menuju ke semak-
semak, kemudian terdakwa memarkir sepeda motornya dan menyuruh korban
berbaring di semak-semak sambil terdakwa membuka celananya sampai di bawah
lutut, lalu terdakwa menyuruh korban membuka celananya namun korban menolak
dengan mengatakan “tidak mauka” dengan bahasa Bugis, dan terdakwa
mengatakan “kalau tidak mau saya tinggal”.

Selain itu terdakwa juga mengatakan “kubunuhko kalau tidak mau
menurut” dengan bahasa Bugis sambil mengacungkan tinju ke arah korban,
sehingga karena takut, korban lalu mengikuti semua perkataan terdakwa, setelah
terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban, terdakwa
lalu menyuruh korban berdiri dan memakai kembali celananya, dan terdakwa
mengatakan “jangan cerita sama orang lain, saya pukulko itu, saya bunuhko”,
kemudian terdakwa mengajak korban pulang ke rumah, dan perbuatan tersebut
telah berulang kali dilakukan oleh terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa selaput darah korban sudah tidak ada
berdasarkan Visum Et Repertum No: 01/PKM/TR/1/2016 tanggal 4 Januari 2016
dari Puskesmas Pekkae Kabupaten Barru yang dibuat oleh dr. Mutmainnah S
selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban yang berinisial

N dengan hasil didapatkan pada selaput darah sudah tidak ada dan
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disimpulkan/diagnosa: selaput darah tidak ada disebabkan karena persetubuhan
dengan benda tumpul.®®

Berdasarkan hal ini diketahui bahwa korban yang berinisial N masih
berusia 11 (sebelas) tahun saat kejadian berdasarkan Akta Kelahiran dari
Pencatatan Sipil, sehingga perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana pasal 81 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

2. Selaku orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan;

3. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak
melakukan persetubuhan dengan atau orang lain.

Bahwa dari unsur-unsur di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang ataupun badan
hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya
dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan.

Bahwa di persidangan telah diajukan terdakwa yang berinisial M dan telah
diperiksa identitas terdakwa, sesuai sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan
Penuntut Umum.

Selama di persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani serta terdakwa
tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga

terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga terdakwa dalam

8 Putusan et al., “Putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor 08/Pid.Sus/2016/PN BR.”
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perkara ini dapat dimintakan pertanggung jawaban atas dakwaan Penuntut Umum
tersebut.

Unsur setiap orang merujuk kepada pelaku perbuatan yang didakwakan
sehingga harus dapat dibuktikan terdakwalah pelakunya oleh karena itu unsur ini
tidak dapat dipertimbangkan tersendiri melainkan bersama-sama dengan unsur
yang mengikutinya. Unsur “setiap orang” tersebut akan terpenuhi bila unsur
lainnya telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa”.

2. Selaku orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan

Unsur ini mengandung beberapa elemen unsur, sehingga jika salah satu
elemen dari unsur tersebut telah terpenuhi atau terbukti, maka elemen unsur yang
lain tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, dalam artian unsur ini bersifat alternative,
artinya melihat elemen unsur mana yang lebih cenderung mendekati atau sama
dengan fakta hukum atau kenyataan hukumnya.

Bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan “orang tua” adalah ayah
dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat .

Berdasarkan keterangan saksi korban berinisial N, saksi berinisial R, saksi
berinisal S, saksi berinisial H, saksi berinisial HAR dan keterangan terdakwa serta
bukti surat diperoleh fakta bahwa terdakwa telah menikah dengan ibu saksi korban
N yakni saksi HAR pada tanggal 29 januari 2015 dan telah tinggal satu rumah
selama kurang lebih 1 (satu) tahun dengan saksi korban N dan saksi HAR.
Sehingga dengan demikian adalah benar terdakwa telah bertindak sebagai orang

tua saksi korban N”.
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Dengan demikian, maka unsur “selaku orang tua, wali, pengasuh anak,
pendidik atau tenaga kependidikan™ ini telah terpenuhi”.

3. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak
melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah kehendak dari pelaku yang
diarahkan pada terwujudnya perbuatan, dimana pelaku mengetahui dan
menghendaki terjadinya sesuatu hal sesuai dengan keinginannya”.

Pengertian “anak” sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang
yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam
kandungan”.

Bahwa dalam perkara tersebut diketahui bahwa anak sebagai korban
diketahui berusia 11 tahun, kemudian memaksa korban untuk melakukan
persetubuhan dengannya, sehingga unsur “dengan sengaja” melakukan atau
ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya
“telah terpenuhi”.

Dalam menganalisis saksi hukuman yang diberikan oleh terdakwa agar
perkara tersebut dapat menciptakan suatu nilai keadilan, dan juga untuk
mendapatkan kepastian hukum di dalamnya yang mereka anggap itu adil. Perkara
ini majelis hakim juga tidak lepas dari pemeriksaan pembuktiaan sehingga hasil
tersebut, hakim dapat memanfaatkan barang bukti sebagai pendukung dalam

mempertimbangkan perkara dan memutuskan seadil-adilnya perkara tersebut.
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Hakim pada saat menjatuhkan sanksi pidana penjara memiliki kekuasaan
penuh. Dalam kekuasaan penuh tersebut tidak berpihak kepada siapapun yang
dapat mengintrevensi dalam memutuskan perkara. Hal tersebut bertunjuan untuk
menjamin dan benar-benar menjatuhkan putusan yang objektif. Walaupun hakim
memiliki kebebasan untuk menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, hakim juga
berpedoman terhadap batasan minimum dan batasan maksimum serta kebebasan
yang dimiliki berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa, korban maupun
masyarakat lain.®°

Pada teori relasi kuasa, hakim dapat dianggap bebas dan merdeka, sehingga
ketika menjalankan tugasnya hakim dapat menegakkan hukum dan keadilan yang
bebas dari segala tekanan dari pihak mana pun juga. Sehingga dapat memberikan
putusan yang seadil-adilnya. Karena hakim ketika menjalankan tugas harus bebas
dari segala campur tangan dari pihak mana pun baik itu internal maupun eksternal,
agar hakim dapat tenang dalam memberikan putusan.

Hakim sebagai penyelenggara negera dalam bidang yudikatif secara
yuridis dan konstitusional harus memberikan perlindungan hukum dan keadilan
melaui putusannya kepada setiap orang yang ingin mendapatkan keadilan secara
proporsional sesuai kebutuhannya. Ibaratnnya hakim adalah orang tua yang wajib
melindungi anaknya, baik dari aspek physical custody maupun legal custody.’®

Selanjutnya, dalam teori pemidanaan berdasarkan putusan Pengadilan

Negeri Barru nomor 08/Pid.Sus/2016/PN BR. Dalam putusan ini seorang ayah

8 Marcos Moshinsky, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana
Penjara Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Teori Pemidanaan (Studi di
Pengadilan Negeri Mojokerto),” Nucl. Phys. 13, no. 1 (1959): 104-16.

70 A. Mukti Arto, Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan, Cetakan 1
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h.225.
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memperkosa anak tirinya sendiri, sehingga terdakwa dapat dikenakan Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 Tentang Perlindungan Anak. Pengaturan sanksi pidana bagi pelaku
pemerkosaan terhadap anak yang ditetapkan pada pidana maksimum dan
minimum menjadi peluang bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi yang ringan
bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak, sehingga pemidanaan ini bertujuan agar
pelaku tidak mengulangi kejahatan tersebut terbuka lebar. Namun dari hal itu,
sanksi pidana tersebut belum menampung kepentingan perlindungan terhadap
korban, hanya mengarah kepada perbuatan pelaku.

Kemudian, Majelis Hakim dalam mempertimbangkan suatu putusan
tersebut agar semakin meyakinkan terdakwa bersalah dalam perkara tersebut.
Maka Hakim memerlukan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Alat
bukti yang dihadirkan harus berkesinambungan antara alat bukti yang satu dengan
yang lainnya. Ini bertujuan agar Majelis Hakim dapat membuktikan terdakwalah
yang bersalah dalam melakukan tindak pidana. Jika alat bukti tersebut yang
dihadirkan dalam persidangan tidak memiliki hubungan dengan perkara yang
sedang disidangkan, maka dapat mengakibatkan ketidakyakinan Majelis Hakim
dalam mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa.

Pada putusan perkara Pengadilan Negeri Barru nomor 08/Pid.Sus/2016/PN
BR, terdakwa didakwakan oleh jaksa penuntut umum telah melakukan tindak
pidana persetubuhan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal
81 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak, yang kemudian jaksa penuntut umum menjatuhkan pidana terhadap
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terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangkan selama
terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebanyak Rp. 60.000.000 (enam puluh
juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Kemudian dari tuntutan pidana di atas ada hal-hal yang kemudian menjadi
pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana yaitu hal-hal yang memberatkan
dan hal-hal yang meringankan. Hal-hal yang memberatkan, bahwa akibat
perbuatan terdakwa, korban merasa trauma dan malu, perbuatan terdakwa
melanggar norma Susila dan tercela, terdakwa adalah ayah tiri korban yang
harusnya menjaga harkat dan martabat serta membina korban, dan terdakwa
berulang kali melakukan perbuatannya sehingga dikhawatirkan akan mengulangi
lagi perbuatannya. Sedangkan hal-hal yang meringankan, terdakwa belum pernah
dihukum dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Melihat dari dakwaan jaksa penuntut umum mengenai pasal yang diberikan
oleh terdakwa yaitu pasal 81 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Maka dari itu perlu diketahui mengenai

pasal tersebut. Yang pertama pasal 81 ayat (1) yang berbunyi:
Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun
dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Kemudian pasal 81 ayat (3) yang berbunyi:
Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga
kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman
pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)."

"L RI Kemensesneg, “Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,” UU Perlindungan Anak, 2014,
48, https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014.
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Dalam bunyi pasal tersebut pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling
lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima
miliar rupiah) yang kemudian karena terdakwa adalah ayah tiri dari saksi korban
maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana
dimaksud pada pasal ayat (1), maka dari itu, jumlah pidana terdakwa maksimal 20
tahun.

Kemudian dalam putusan perkara Pengadilan Negeri Barru Nomor
08/Pid.Sus/2016/PN BR, majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa
penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000,- (enam
puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti
dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Sebagai Majelis Hakim yang bijaksana, ketika menetapkan amar putusan,
perlu terlebih dahulu cermat dalam mempertimbangkan tentang manfaat serta
dampak apa yang ingin dicapai dari penjatuhan hukuman tersebut. Melihat dari
perkara tersebut pelaku adalah ayah tiri dari korban. Apabila hakim bersikap
bijaksana dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dan juga tidak
memperhatikan teori pemidanaan, maka akan berdampak kepada korban dan
kelurga korban. Agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan. Majelis Hakim
harus teliti, cermat dan bijak dalam mempertimbangkan putusan tersebut. Dan
menyesuaikan dengan dasar-dasar pertimbangan yang digunakan dengan teori
tujuan pemidanaan.

Tujuan pemidanaan dalam hukum pidana guna untuk mendapatkan alasan
pembenar atas perbuatan terdakwa dan menjatuhkan hukuman terhadapnya maka

dapat ditentukan melalui 3 teori, yaitu:
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1. Teori absolut yaitu untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang
bertujuan agar terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang dia lakukan
melanggar hukum yang berlaku di masyarakat. Dan memberikan hukuman
yang membuat terdakwa jera atas perbuatannya.

2. Teori Relatif yaitu untuk mencari dasar hukum yang dalam Kketertiban
masyarakat dan bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Seperti dalam
perkara putusan nomor 08/Pid.Sus/2016/PN BR, dan dalam putusan tersebut
terdakwa hanya di berikan hukuman pidana kepada terdakwa penjara selama
10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000,- (enam puluh juta
rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan
pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Hal tersebut dianggap bahwa majelis
hakim belum menggunakan sepenuhnya teori relatif untuk menjatuhkan sanksi
bagi terdakwa, sehingga dianggap belum memberikan efek yang dapat
membuat kejahatan tersebut tidak terulang dikalangan masyarakat.

3. Teori gabungan yaitu campuran antara teori absolut dengan teori relatif.
Mejelis Hakim dianggap dapat sesuai dengan tujuan pemidanaan. Agar Majelis
Hakim ketika menjatuhkan pidana dapat bijaksana serta tercipta suatu
keadilan.

Dari hasil pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara kepada
terdakwa, dianggap masih kurang maksimum dalam menjatuhkan hukuman.
Berdasarkan apa yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti dan
keterangan saksi, selain itu juga jaksa penuntut umum telah membacakan
dakwaannya di muka sidang dan juga semua unsur-unsur telah terpenuhi. Namun

hakim hanya memberikan hukuman penjara paling lama 10 tahun. Dari hasil
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wawancara salah satu hakim di Pengadilan Negeri Barru memberikan keterangan

yakni:

Dalam suatu putusan yang baik itu tidak diukur puasnya masyarakat atau
tidak, namun melihat kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum,
jadi, masalah kepuasan bukan menjadi indikator suatu putusan yang baik.
Mengenai tentang bagaimana pertimbangan hakim memberikan pidana
terhadap terdakwa. Majelis hakim memberikan 10 tahun penjara karena
ketika terjadi pertentangan dalam masa pidana terdakwa, majelis hakim
memilih indikator yang paling menguntungkan, karena yang menjadi
indikator adalah tujuan hukumnya (keadilan, kepastian, dan kemanfaatan).
Kemudian dalam putusan adapun hal yang meringankan terdakwa seperti
terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan
mengulangi lagi perbuatannya, terdakwa belum pernah dipidana, dan juga
terdakwa telah berusia lanjut, selain itu majelis hakim melihat persamaan
dengan perkara serupa.

Berdasarkan apa yang disampaikan salah satu hakim di Pengadilan Negeri
Barru, mengenai pemberian hukuman pidana terdakwa tersebut, semata-mata
untuk mendapatkan kepastian hukum. Sehingga hukuman pidana penjara untuk
terdakwa yakni 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000,- (enam
puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti
dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Jika dianalisis dari dakwaan jaksa penuntut umum, terdakwa tidak
ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan
sifat melawan hukum perbuatan terdakwa tersebut. Sehingga perbuatan yang
dilakukan oleh terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya. Dengan
demikian, sepantasnya hakim dapat memberikan penjatuhan hukuman terhadap
terdakwa dengan setimpal, melihat dari perbuatannya yang merugikan orang lain,
korban dan keluarganya.

Berdasarkan tentang apa yang diputuskan oleh majelis hakim dianggap

belum memberikan hukuman yang pantas terhadap terdakwa. jika dilihat dari
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persaksian yang diberikan para saksi di muka persidangan, kemudian unsur-unsur
dalam dakwaan telah memenuhi. Namun dalam putusan nomor
08/Pid.Sus/2016/PN BR majelis hakim sepertinya tidak melihat kepada keadilan
dan lebih cenderung memberikan hal-hal yang meringankan hukuman terdakwa.

Majelis Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan seharusnya dapat
menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai yang ada dalam lingkungan
masyarakat. Sebagai hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan, dapat
menunjukkan nilai-nilai hukum dengan sungguh-sungguh di dalam hidup
masyarakat, agar putusan tersebut sesuai dengan rasa kepastian hukum,
kemanfaatan dan keadilan hukum.

Sehingga demikian, pada putusan nomor 08/Pid.Sus/2016/PN BR penulis
merasa adanya ketidak sesuaian pertimbangan majelis hakim dalam memberikan
hukuman terhadap terdakwa.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana

Pemerkosaan oleh Ayah Tiri pada Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2016/PN BR

Jinayah dalam istilah figih hukum pidana atau disebut juga sebagai tindak
pidana, namun ulama juga bisa menggunakan istilah jarimah. Menurut Al-
Mawardi jarimah (jinayah) merupakan pembatasan-pembatasan syara’ diancam
oleh Allah itu sendiri dengan hukuman had atau ¢« zir. Berdasarkan apa yang
dikemukakan oleh al-Muwardi ancaman hukuman qisas/diyat tidak terlihat
adanya, namun terbayang hanya tindak pidana yang diancam hukuman had dan
ta zir. Menurut al-zahrah mengambil definisi di atas dalam kitab “al-Jarimatu wa
al-Uqubatu fi al-Fighi al-islami” memberikan pengertian, gisas/diyat tidak

dijelaskan karena dikatakan hudud merupakan hukuman yang termasuk dan
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tertentu gisas/diyat sudah ditentukan kadar syari di dalam Al-Qur’an dan Al-
Hadits.

Jika dilihat dari pengertian itu sendiri dapat dipahami tindak pidana
(jinayah), ketika perbuatan itu dapat merugikan orang lain atau diri sendiri,
merugikan yang berkaitan dengan tata aturan masyarakt, nama baik, harta benda,
atau hal yang dipelihara dan dihormati oleh masyarakat maka suatu perbuatan itu
dapat dianggap sebagai tindak pidana.’

Selain dari pada itu hukum pidana islam secara umum mempunyai tiga
asas, yakni asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan.

1. Asas Keadilan

Berbicara mengenai asas keadilan, dalam ayat dan hadis Nabi pastinya
banyak yang mengharuskan seorang muslim haruslah menanamkan rasa keadilan
terhadap keluarga maupun terhadap kerabat-kerabat terdekat. Salah satunya dalam
firman Allah terhadap asas keadilan hukum islam yakni Q.S An-Nisa (4):135:
0E oA 5 sl o & e 5l b sings Latally el 5815858 13kl Gl GG
A0 6 5m 55 51158 (157 5k sl 1 s Sy i s 15 i de 0

i &3l Ly (8

Terjemahan:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan
saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri,
ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian)
kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka,
janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari
kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling
(enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala
apa yang kamu kerjakan.

2 Ahmad Syarbaini, “Teorita’Zirdalam Hukum Pidana Islam,” n.d., h.3.



56

2. Asas Kepastian Hukum
Asas kepastian hukum adalah dimana suatu perbuatan itu tidak dapat
diberikan hukuman apabilah tidak ada kepastian hukum atau atauran beruba ayat
Al-Qur’an, hadist, atau fatwa para ulama. Pada asas ini sejalan dengan asas
legalitas dalam hukum pidana islam. Dapat dilihat pada surah Al-Isra ayat 15 yang
berbunyi:
%3 B o1t S Lt L s m ’,é,a’ff./,iffw. o . T %y i G- y.-%% V@ .-
LS s lal 53380005 58 ¥ Gale dumy Laild (ia (a5 4l (o) W8 (o8 (12
Terjemahan:
Siapa yang mendapat petunjuk, sesungguhnya ia mendapat petunjuk itu
hanya untuk dirinya. Siapa yang tersesat, sesungguhnya (akibat)
kesesatannya itu hanya akan menimpa dirinya. Seorang yang berdosa tidak

akan memikul dosa orang lain. Kami tidak akan menyiksa (seseorang)
hingga Kami mengutus seorang rasul.

3. Asas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan merupakan asas yang mengimbangi antara asas keadilan
dan asas kepastian hukum. Saat menjalankan asas kepastian dan asas keadilan
hukum, maka perlu diperhatikan asas kemanfaatan, baik itu yang bersangkutan
atau pun orang lain.”

Selanjutnya, pada putusan Pengadilan Negeri Barru nomor
08/Pid.Sus/2016/PN BR, mengenai pemerkosaan oleh ayah tiri. Penulis
menyesuaikan dengan teori yang ada. Berdasarkan pandangan hukum Islam
perkara tersebut dibagi menjadi dua hukuman yakni jarimah hudud dan jarimah
ta zir. Kata pemerkosaan dalam Islam dikenal dengan zina, dalam konsep jarimah

hudud dalam artian sederhana adalah hubungan kelamin di luar nikah. Islam telah

3 Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam (Amzah, 2022), h.12-14.
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menentukan cara menyalurkan nafsu syahwat secara baik melalui lembaga
perkawinan. Oleh karena itu penyaluran nafsu syahwat di luar perkawinan tidak
sesuai dengan tata cara yang ditentukan Islam dan oleh karenanya, perzinahan
dilarang secara tegas dan keras oleh Islam. Kemudian ditegas dalam surah Al-Isra
Ayat 32:

s sl A1 R &Y 53 558 Y

Terjemahan

Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan
keji dan jalan terburuk.

Berdasarkan hal tersebut Islam menetapkan ancaman yang melakukan
perzinahan dengan ancaman hukuman dari yang paling berat atau paling tinggi
yakni hukuman mati, dan juga hukuman paling rendah dera 100 kali. Dari ancaman
tersebut ulama menetapkannya secara berhati-hati pengertian dan kriteria dari
perzinahan yang berhak untuk mendapatkan ancaman yang paling berat.
Kemudian, suatu perbuatan dapat dikenakan sanksi apabila telah
memenuhi unsur-unsur. Dalam buku Abdul Qadir pengantar dan asas hukum
pidana Islam menjelaskan bahwa ada 3 unsur-unsur umum untuk jarimah yakni:
1. Unsur Formal adalah adanya nash atau undang-undang yang ancaman
hukuman dan larangan perbuatan.

2. Unsur material (perbuatan melawan hukum) adalah adanya sikap dan tingkah
laku jarimah, baik berupa perbuatan positif ataupun perbuatan negatif.

3. Unsur moral adalah pelaku merupakan orang yang dibebani hukum
(mukallaf), yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak

pidana yang diperbuat.
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Ketiga unsur tersebut harus memiliki suatu perbuatan untuk

dikelompokkan kepada jarimah. Unsur yang sifatnya umum berlaku untuk semua

unsur jarimah, sedangkan untuk unsur yang sifatnya khusus berlaku untuk masing-

masing jarimah dan berbeda dari jarimah yang satu dengan yang lain.’

Ulama menekankan 2 (dua) unsur jarimah zina atau perbuatan

pemerkosaan yaitu?

1.

2.

Persetubuhan yang diharamkan

Persetubuhan yang dipandang sebagai zina adalah persetubuhan pada farji
(kemaluan). Tolak ukurnya adalah ketika kepala kemaluan (hasyafah) telah
masuk ke dalam farji meskipun sedikit. Hal itu juga dianggap zina meski ada
pelindung antara zakar (kemaluan laki-laki) dan farji (kemaluan perempuan),
ketika pelindung itu tipis tidak menghalangi untuk mendapatkan perasaan dan
kenikmatan bersetubuh.

Adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum

Unsur kedua dari jarimah zina yaitu pelaku memiliki niat untuk melawan
hukum. Unsur ini terpenuhi ketika pelaku melakukan persetubuhan, lalu
pelaku mengetahui bahwa korban yang dia setubuhi adalah orang yang
diharamkan baginya. Namun, apabila seseorang tersebut mengerjakan
perbuatan dengan sengaja, namun dia tidak tahu perbuatan tersebut haram
maka dia tidak dikenai hukuman had.™

Orang yang berzina terbagi menjadi dua, yaitu ==« (muhshan) sudah

menikah dan (s ¢ (ghairu muhsan) belum menikah. Adapun ancaman

hukuman dibedakan antara seseorang bersifat (>« (muhshan) dengan yang

"4 Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah, h.28.
s Muslich, h.25.
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bersifat (s« & (ghairu muhsan). Pada pezina o~s< (muhsan) ancamannya

adalah rajam yaitu dilempar dengan batu dalam ukuran sedang sampai mati,

sedangkan untuk o=« ¢ (ghairu muhsan) ancamannya adalah dera 100 kali dan

diasingkan selama satu tahun, sebagaimana Allah SWT. berfirman dalam Q.S An-

Nur ayat 2:

S O o o A1) Lagy a0 Y Sl B Lga a5 0K 1318 ¢ 305 Ay 5o
Gian Al G 2l aalie sl S3Y1 o 5all 5 iy 05k

Terjemahan:

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari
keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya
mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu
beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan)
hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin.

Kemudian hukuman yang kedua bagi =< & (ghairu muhsan) yakni
diasingkan selama satu tahun berdasarkan hadis dari Ubadah Ibnu Samid yaitu:

e s e 1M g adle 0 e 0 sk O 06 cadiall 3 38 (e 1850
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Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At Tamimi telah
mengabarkan kepada kami Husyaim dari Manshur dari Al Hasan dari
Hitthan bin Abdullah Ar Ragasyi dari 'Ubadah bin Shamit dia berkata:
"Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: "lkutilah semua
ajaranku, ikutilah semua ajaranku. Sungguh, Allah telah menetapkan
hukuman bagi mereka (kaum wanita), perjaka dengan perawan
hukumannya adalah cambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun,
sedangkan laki-laki dan wanita yang sudah menikah hukumannya adalah
dera seratus kali dan dirajam"” (HR. Muslim).

Akan tetapi, apakah hukuman tersebut wajib untuk dilakukan secara

bersama-sama dengan hukuman dera, ulama memiliki pendapat yang berbeda.
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Imam Abu Hanifa dan para pengikutnya berpendapat, hukuman untuk diasingkan
tidak wajib dilakukan. Namun, mereka memperbolehkan bagi imam untuk
menyatukan antara dera seratus kali dan diasingkan apabila hal tersebut dianggap
mashalat. Sehingga pendapat mereka bahwa hukuman pengasingan bukan
hukuman had tetapi hukuman fa zir. Pandangan ini merupakan pandangan syi ah.
Argumen mereka adalah hadits tentang hukuman pengasingan ini dihapuskan
(dimansukhkan) dengan surah An-Nur ayat 2.

Jumhur ulama yang termasuk dari Imam Malik, Imam Syafi’l dan Imam
Ahmad berpandangan bahwa hukuman untuk diasingkan seharunya dilakukan
berbarengan dengan hukuman dera seratus kali. Sehingga menurut jumhur ulama,
hukuman pengasingan ini masuk ke dalam hukuman had bukan hukuman za ’zir.

Kemudian sanksi bagi hukuman pezina muhsan berdasarkan ayat Al-
Qur’an dan hadist yang telah disebutkan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Sanksi hukuman bagi perempuan dan atau laki-laki yang belum menikah

hukumannya adalah cambuk seratus kali.

2. Pelaksanaan hukuman cambuk tidak ada belas kasihan akibat perbuatan zina
yang mereka lakukan yang disaksikan oleh orang-orang yang beriman.

3. Pelaksanaan hukuman cambuk bagi perempuan dan laki-laki yang belum
menikah, tidak ada belah kasihan atas keduanya untuk mencegah kamu untuk
menjalankan hukuman Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari
akhirat.

4. Sanksi hukuman bagi perempuan dan atau laki-laki yang berstatus telah
menikah hukumannya adalah rajam (ditanam sampai leher yang kemudian

dilempari batu sampai mati). Pelaksanaan hukuman tersebut tidak ada kata
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belas kasihan kepada mereka yang melakukan perbuatan zina, serta
pelaksanaannya disaksikan oleh sekelompok orang-orang yang beriman.

Penjelasan mengenai sanksi hukuman pezina dapat dipahami bahwa syariat
Islam dalam memberikan hukuman tidak membedakan setiap orang, baik dia dari
seorang raja, keturunan raja, orang kaya atau pun orang miskin, orang putih
ataupun orang hitam. Apabilah seseorang tersebut terbukti melakukan perbuatan
zina tanpa adanya keraguan sedikitpun, maka hukuman akan diberikan kepadanya
tanpa melihat status atau kedudukan yang dia miliki.’®

Berdasarkan putusan perkara Pengadilan Negeri Barru nomor
08/Pid.Sus/2016/PN BR hukuman yang dapat diberikan pada kasus tersebut adalah
hukuman mati yaitu hukuman rajam karena yang melakukan adalah orang yang
sudah menikah atau yang melakukannya adalah ayah tiri itu sendiri.
Pelaksanaannya yaitu tubuhnya ditanam dan yang disisahkan adalah kepala yang
kemudian dilempari batu sampai mati.

Putusan Pengadilan Negeri Barru nomor 08/Pid.Sus/2016/PN BR, dimana
terdakwa di hukum pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah
Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut
tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, jika dilihat
hukuman ini, lebih ringan dari tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Hal tersebut
majelis hakim menilai dari hal-hal yang meringankan terdakwa yaitu terdakwa
mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi
perbuatannya, belum pernah dipidana, dan terdakwa telah berusia lanjut. Selain

dari pada itu pengakuan dari terdakwa menjadi pertimbangan dapat meringankan

6 Zainuddin Ali, “Hukum Pidana Islam,” 2007, h.50.
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terdakwa. Dari pertimbangan hakim tersebut berbanding terbalik dengan hukum
pidana Islam yang melihat pengakuan sebagai bentuk menebus dosa bukan halnya
untuk meringankan hukuman terdakwa, seperti dalam riwayat Abu Hurairah

dlcerltakan dalam hadlst Nabi SAW:
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Artinya:

“Seseorang mendatangi Rasulullah yang ketika itu sedang berada di
masjid. Dia menyeru beliau dan berkata: 'Aku telah berzina." Rasulullah
berpaling darinya tetapi dia tetap mengulanginya sebanyak empat kali,
setelah ia bersaksi empat kali atas dirinya, maka Nabi shallallahu 'alaihi wa
sallam memanggilnya dan bertanya: "apakah kamu mengalami sakit gila?"
‘Tidak' jawabnya."Kamu sudah menikah?" Tanya Nabi. 'Ya' jawabnya.
Maka Nabi shallallahu "alaihi wa sallam bersabda: "pergilah kalian bersama
orang ini, dan rajamlah ia”.

Jika dilihat dari hadist tersebut maka terdakwa dalam pengakuannya
bukanlah untuk meringankan pidananya namun untuk menebus dosa yang
diperbuatnya. Perbuatan ini dilakukan seperti layaknya pasangan suami istri.
berdasarkan hal tersebut Nabi menginginkan agar terdakwa membersihkan
dosanya dengan hukuman yakni hukuman rajam. Dari hal tersebut Nabi tidak
meringankan perbuatan terdakwa yang melakukan zina yang telah mengakui
perbuatannya, tetapi menginginkan agar tetap menjalankan hukuman rajam
tersebut.

Kemudian dalam putusan Pengadilan Negeri Barru nomor
08/Pid.Sus/2016/PN BR, dikenakan hukuman fa zir. Jika di analisis bahwa kasus
ini orang yang melakukan perkosaan adalah ayah tiri itu sendiri, yang dalam

kewajibannya untuk menjaga dan melindungi keluarganya. Namun yang
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melakukan kejahatan itu adalah orang yang berperan penting dalam keluarga.

Sebagaimana dijelaskan dalam surah At-Tahrim ayat 6:

¥ s Bl A0 e §otlaslly G 355 150 aAT 5 &0 138 15l Gl G
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Terjemahan:

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api
neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah
malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada
Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu
mengerjakan apa yang diperintahkan.

Dalam hal ini, Allah SWT menegaskan kepada umat muslim yang menjadi
kepala rumah tangga, agar dapat menjelaskan hal apa yang bisa menjaga dirimu
dari api neraka dan terhindar darinya, menjaga diri dan keluarga dari siksa api
neraka. Seorang ayah yang ditunjuk sebagai kepala rumah tangga untuk menjadi
seorang pemimpin yang diberikan keistimewaan fisik dan psikis dan begitu pun
seorang ibu yang diberikan keistimewaan yang sesuai dengan peran masing-
masing, namum seorang ayah diberikan keistimewaan sebagai seorang pemimpin
dalam rumah tangga. Seorang ayah diberikan tanggung jawab untuk memberikan
nafkah serta memberikan pendidikan terhadap keluarganya dengan cara
memberikan nasihat dan pengajaran terhadap anak-anaknya untuk menjalankan
perintah Allah SWT dan menjauhi larangannya.””

Kemudian, setiap orang tua harus mempunyai tanggungjawab dan
kewajiban terhadap anaknya untuk memberikan pendidikan islami, memberikan

pedidikan moral, menjaga ibadahnya, dan mengajarkan hal-hal yang boleh

" Yayat Hidayatullah, Agus Halimi, dan Adang M. Tsaury, “Implikasi Peran Kepala
Keluarga Berdasarkan QS. At-Tahrim Ayat 6 dan QS. Lugman Ayat 13-19 Terhadap Pendidikan dalam
Keluarga,” Prosiding Pendidikan Agama Islam, 2015, h.30.



64

dikerjakan dan yang tidak boleh untuk dikerjakan, sehingga demikian terlahir
seorang anak-anak yang saleh. Namun, pada putusan Pengadilan Negeri Barru
nomor 08/Pid.Sus/2016/PN BR, seorang yang dianggap sebagai kepala rumah
tangga yang mempunyai tanggung jawab besar telah melakukan perbuatan
dilarang oleh Allah SWT, sehingga perbuatan tersebut harus dihukum sesuai
dengan aturan yang berlaku.

Sehingga hukuman fa’zir yang diberikan yaitu hukuman mati, dari
Abdullah bin Mutharrif yang diuraikan oleh Abu Hatim yang diriwayatkan oleh
Ibnu Abi Syaibah dari Bakr bin Abullah Al-Mizzi, mengatakan, ‘“kaum laki-laki
yang menyetubuhi anak perempuannya pernah dibawa Al-Hajjaj, sedangkan di
sisinya ada Mutharrif Bin Abdullah Asy-Sykhkhir dan Abu Burdah”, dari salah
seorang antara keduanya mengatakan “penggallah lehernya”. Tidak lama
kemudian leher lelaki tersebut dipenggal.”®

Penetapan pelaksanaan hukuman mati dalam jarimah za zir bukan merujuk
kepada jarimah hududnya, melainkan hukuman mati tersebut dilaksanakan karena
perbuatan yang dilakukan terdakwa melanggar ketentuan syari’ yang ditetapkan
untuk kemaslahatan masyarakat. Selain itu, terdakwa merupakan ayah dari korban
yang seharusnya memiliki kewajiban untuk menjamin keamanan dan kebutuhan-
kebutuhan anaknya atau dengan istilah al-magasid al-khamsah, yaitu agama, jiwa,
akal pikiran, keturunan, dan hak milik.

Oleh karena itu, melaksanakan hukuman mati terhadap terdakwa
merupakan jalan yang terbaik sebab dia telah merusak masa depan anak dan

keluarganya.

"8 lbnu Hajar al-Asqalani, Fathul Bari Syarah Sahih al-Bukhari, alih bahasa. Amir Hamzah,
Fathul Bari, (Jakarta: Pustaka Azzam), h.208.
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BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan oleh penulis maka
dapat ditarik kesimpulan berdasarkan dengan jawaban dari rumusan masalah yang
ada, berikut kesimpulannya:

1. Putusan Pengadilan Negeri Barru nomor 08/Pid.Sus/2016/PN BR, tentang
pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah tiri, dalam pandangan hukum positif
pelaku pemerkosaan terhadap anak diancam pidana penjara paling singkat 5
(lima) tahun, dan juga ditentukan pula mengenai adanya pidana denda dengan
ancaman paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), sesuai
dengan Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak dan apabila pelaku adalah Orang Tua, Wali,
pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya
ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1). Dari pertimbangan majelis hakim menjatuhkan pidana kepada
terdakwa penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah
Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda
tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan,
dengan keadaan yang meringankan terdakwa mengaku bersalah dan merasa
menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, terdakwa

belum pernah dipidana, dan terdakwa telah berusia lanjut.
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2. Pandangan hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Barru
nomor 08/Pid.Sus/2016/PN BR, terdakwa diancam hukuman jarimah hudud
dan fa’zir, dalam hal ini yang melakukan adalah pezina muhshan (sudah
menikah) maka ancamannya adalah rajam yaitu dilempar dengan batu dalam
ukuran sedang sampai mati. Dalam hadist nabi berdasarkan pengakuan pelaku
pezina, Nabi menginginkan agar pelaku membersihkan dosanya dengan
hukuman yakni hukuman rajam. Dari hal tersebut Nabi tidak meringankan
perbuatan terdakwa yang melakukan zina telah mengakui perbuatannya, tetapi
menginginkan agar tetap menjalankan hukuman rajam tersebut.

B. SARAN

1. Penulis berharap agar majelis hakim dalam mempertimbangan hukuman
ancaman pidana dapat diberikan semaksimal mungkin, melihat korban itu
sendiri adalah anak di bawah umur. Kemudian dari penegak hukum dapat
memberikan perlindungan terhadap korban agar dapat memulihkan dari trauma
yang telah dia alami.

2. Penulis berharap kepada orang tua agar meningkatkan lagi pengawasannya
terhadap anaknya agar tidak terjadi lagi kejadian yang tidak diinginkan karena

hal tersebut terjadi karena adanya waktu dan kesempatan.
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PEDOMAN WAWANCARA

Apa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pemerkosaan?

Bagaimuana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana?

Apakih hukuman 10 tahun penjars sudah sesual dengan peraturan perundang-
undangan yang berlalku?

. Apakgh ada keterangan yang disampaikan pelaku dihadapan sidang untuk

membela dirinya mengupa melakukan perbuatan tersebut?

. Apakah ada sanksi lnin yang diberikan kepada pelaku selain pidana penjara?

Setelah mencermati instrument dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai

dengan judul di atas, maks instrument teesebut dipandang telah memenuhi kelayakan

untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.
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PUTUSAN
Nomor 08/Pid Sus/2016/PN.BR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru, yang mengadil perkara-pefkara pidana dengan
Acara Pemerksaan Biasa dalam tingkat penama menjatuhkan putusan sebagal
berikut dalam perkara Terdakwa:

Namatengiar - |

Tempat Lahic Bottoe, Kabupaten Barru,

Umur/Tanggal Lahir: 51 Tahun/ 31 Desember 1964,

Jenis Kelamin © Laki-laki;

Kebangsaan Indonesia;

BN . N
Agama . lstam;

Pekerjaan Swasta/ Servis Elektronik;

Terdakwa tersebut:
« Ditangkap pada tanggal 12 Desember 2015;
« Ditahan dalam tshanan Rumah Tahanan Negara. berdasarkan Surat Perintah

Penahanan:

1. Penyidik, tanggal 13 Desember 2015, No Pol. : SP Han/53/X112015/Reskrim,
sejak tanggal 13 Desember 2015 sampal dengan tanggal 1 Januarl 2016,

2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 28 Desember 2015, Nomor @ B-
1463'R 4 21/Euh 1/12/2015. sejak tanggal 2 Januan 2016 sampal dengan
tanggal 10 Februan 2016;

3 Penuntut  Umum, tanggal 1 Februari 2018, Nomor PRINT-
04/R 4 2V/Euh 2/2/2016, sejak tanggal 1 Febvuari 2016 sampai dengan
tanggal 20 Februari 2016:

4 Hakim Pengadilan Negeri Barru, tanggal 4 Februar 2016, Nomor
0%/'Pen PidP/2016/PN BR. sejak tanggal 4 Februar 2016 sampal dengan
tanggal 4 Maret 2016,

Halvman 1 dan 18 Aunssan Nomar 08'Fd. Sus2016/PN.ER

e -

Pt o Ak D Ay b 7 | o - b ot 0 o O & gt (A Ay —

- —— e e et AT TR R o S P W) A S T S W) 43 o o G . by

o o A o A b T ) T D ] 4 B 4l ) A A AT o T o (R S B K i Ao A ) s
e R ]

Malman 1

X1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan mahkamahagung.go id

5 Perpanjangan  oleh Ketua Pengadilan Negeri Baru, tanggal
17 Februan 2016, Nomor 08Pen Pid/PP/2016/PN BR, sejak tanggal
S Maret 2016 sampai dengan tanggal 3 Mei 2016;

o Terdakwa bdak mempergunakan haknya untuk didampingl Penasihat Hukum,
namun coleh karena ancaman hukuman dalam Pasal yang didakwakan kepada
Terdakwa adalah 15 (#ma belas) tshun penjara. maka berdasarkan Pasal 56
KUHAP, maka Hakim menunuk secrang Penasihat Hukum untuk Terdakwa
untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada Terdakwa yatu
MANSYUR, S'H, berdasarkan Penetapan Nomor : 08/Pen Pid/2016/PN.BR;

Pengadéan Negerl tersebut;
Setelah membaca:

« Penetapan Ketua Pengadilan Negen tentang Penunjukan Majelis Hakim yang
mengadili perkara ini;

* Penetapan Hakim tentang Penstapan Harl Sidang;

* Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saks|-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti
sural serna memperhatikan barang bukti yang dimukan di persidangan;
Setelah mendengar Tuntutan Pidana frequisitolr) Penuntut Umum No Regq.

Petk PDM- /BRO2/2015 yang disampaikan pada persidangan tanggal

8 Maret 2016 yang pada pokoknya memuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini

mengatuhkan Putusan sebagai berikut:

1 Menyatakan Tersskwe [
bersalah melakukan tindak pidana Persetubuhan Terhadap Anak
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) dan (3)
UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun
2002 tentang Perlindungan Anak;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakw: [N
_ dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun
dlkurangkan selama Terdakwa berada datam tahanan dan denda
sebanyak Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (liga)
bulan kurungan;

3. Maenetapkan batang bukti berupa
- 1(satu) lembar baju kaos wama Orange;

Hakinan 2 dan 18 Putusan Nomor 08'Fid. Sus2016/PN.BR
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1 (satu) lembar celana kaos wama Orange;
- 1 (satu) lembar celana dalam wama Putih;
- 1 (sau) lembar bayu laos dalam wama Putih Hijau,
1 (satu) lembar sarung tidur wama Kuning gambar bunga-bunga
Dikembalikan kepada saksi korban Nuraeni Binti Hamid,
1 (satu) lembar bap kaos wama Biru bis Merah;
- 1 (satu} lembar celana kain warna Coklat;
- 1 (sa) lembar celana dalam kaos wama Hitam Abu-abu;
1 (satu) lembar sarung tidur warna Merah Hijau;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea No Pol DD 3185 1Z,
Nomor Rangka FB 044-34427, Nomor Mesin FAE-1026558 beserta
kuncinya
Dikembalikan kepada Terdakwa;

4 Menetapkan agar Terdakwa

membayar biadya perkara sebesar Rp.5.000,- (kma ribu rupiah);

Setelah mendengar permchonan Terdakwa dan Penasihat  Hukum
Tercakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa bersalah dan
menyesal atas apa yang teiah dilakukannya, serta berjanji tidak akan mengulangi
perbuatan tersebut dikemudian harl untuk itu Terdakwa memohon diberi keringanan
hukuman,

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dan Penuntut Umum dan duplik
secara lisan Penasthat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya masing-masng
meanyatakan tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diapkan ke persidangan oleh Penuntut
Umum dengan Surat Dakwaan Nomor - PDM-O4/BR/EUM 2/02/2018, tanggal
4 Februari 2016, sebagai berlkut:

sanva Tersor [ -~ '+
dan tanggal yang sudah tidak diingat lagl sekitar bukan November 2015 jam 16 00
Wite atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di
Dusaun Alakkang. Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Bamu
atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadiian Negerl Barru berwenang
mengadili, telsh melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak
metakukan persetubuhan dengannya, sebagagnana dimaksud dalam Pasal 76 d UU
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035 Tahun 2014, yang dilakukan oleh orang tua atau wal Perbuatan tersabut
dilahukan oleh Terdakwa dengan cara sebagal berikut,

Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa selaku orang tua atau ayah tirl korban,
yakn! [N " -njemput korban dan sekolahnya, kemudian Terdakwa
mengajak [INNEGN 1k pergi ke Tanete Riaja dengan mengandarai
sepeda motor milik Terdakwa, dafam pefstanan pulang, Terdakwa membelokkan
sepeda motornys keluar dan jalan menyu ke semak-semak. lalu Terdakwa
memarkir sapeda motomya dan menyuruh korban berbarnng di semak-semak sambil
Terdakwa membuka celananya sampal di bawah lutut, lalu Terdakwa menyuruh
korban membuka cetananya namun korban menclak dengan mengatakan “lidak
mauka” dengan bahasa Bugis, dan Terdakwa mengatakan “kalau tdak mau saya
tinggal® selain ity Terdakws juga mengatakan “kubunuhko kalau tidak mae menunut®
dengan bahasa Bugis sambil mengacungkan tinju ke arah korban, sehingga karena
takut, korban lalu menglkutl semua perkatsan Terdakwa, setelah Terdakwa
memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban, Terdakwa lalu
menyuruh korban berdii dan memakal kemball celananya, dan Terdakwa
mengatakan “Jangan cerita sama orang lain, saya pukulko itu, saya bunuhko®, lalu
Terdakwa mengajak korban pulang ke rumah, dan parbuatan tersebut telah berulang
kall ditakukan oleh Terdakwa. Akibat perbuatan Terdakwa selaput darah korban
sudah lidak ada berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 01/PKMTR/I/2016 tangal
4 Janwan 2016 dan Puskesmas Pekkae Kabupaten Baru yang dibuat oleh dr
Mutmainnzh S selaku Dokter yang melakukan pamenksaan terhadap saks: korban
I iongan hasd didapatkan pada selaput darah sudah tidak ada
dan disimputkan/diagnosa: selaput darah tidak ada disababkan karena persentuhan
dengan benda tumpul;

Bahwa saksi korban | == berusia 11 (sebelas) tahun
saat kejaddan berdasarkan kutipan Akta Kelahiran dan  Pencatatan Sipil
No AL 803 0046054 1anggal 19 Septerber 2013 An. [N

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pldana pada Pasal 81
iy'll (1) dan (3) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pervbahan Atas UU Rl Nomor
23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa farhadap dakwaan Penuntut Umum, Tordakwa
menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);
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Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah

mengajukan Saksi-saksi sebagai berlkut:

1. Saks | - == rokoknya menerangkan sebagai benkut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu
Ayah Tiri;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada
paksaan darl plhak manapun juga di depan Penyidik Poli;

- Bahwa Saks| dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalsh
Terdakwa telah menyetubuhi Saksi:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada han dan tanggal yang sudah tidak
diingat fagi sekitar bulan November 2015 pukul 16.00 Wita bertempat ¢
Dusaun Alakkang, Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja,
Kabupaten Barru tepatnya di semak-semak;

- Bahwa awalnya pada pukul 1200 Wita Terdakwa menjemput Saksi di
sekolah, setibanya di rumah Saksl mengganti pakaian dengan memakal baju
kaos wama orange dan celana panjang, selanjutnya Terdakwa mengajak
Saksi dengan mengatakan ‘ayo ke gumung untuk Istirshat’, kemudian
Terdakwa bersama dengan Saksi berangkat ke gunung;

- Bahwa setelah tiba di lereng gunung pinggir [akan, Terdakwa menyuruh
Saksi untuk membuka celana dengan mengatakan "buka celanamu” namun
Saksi mengatakan “dak mauka” dengan bahass Bugis namun Terdakwa
memaksa dengan mengatakan “bukam/ celanamu kalau tidak mau saya
tinggatko", karena takut lalu Saksi membuka celana panjang Saksi dan
Terdakwa juga mambuka celana panjang Terdakwa hingga lutut;

- Bahwa selanuinya Terdakwa membaringkan Saksi di atas rumput dan
memegang kedua tangan Saksl, lalu Terdakwa mencium pipi dan menindih
tubuh Saksi lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke datam
alat ketamin Saksi selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga Terdakwa
mengeluarkan cairan berwarna putih dari atat ketamin Terdakwa,

- Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi bendiri dan memakai kembali
cefana Saksi alu Terdakwa mengatakan “jangan cerita sama orang lain,
saya pukulko itu, saya bunuhko" lalu Terdakwa mengajak Saksi pulang

ke rumah;
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- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa kembal menyetubuhi Saksi
paca han Sabtu tanggal 12 Desember 2015 sekitar pukul 0500 Wita di
dalam kamar tidur saat ibu Saksl sedang memasak di dapur;
- Bahwa Terdakwa telah beberapa kak menyetubuhi Saksi;
- Bahwa Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada Guru Saksi yakni saksi
I ¢ 2 Saks: telah disetubuhi oleh Terdakwa:
- Bahwa akibat darl kejadian tersebut Saksl merasakan sakit pada alat
kelaminnya dan mengaluarkan darah;
- Bahwa saat kejadian Saksi berusia 11 (sebelas) tabun;
. Bahwa Saksi membenarkan barang buktl yang dperlihatkan di persidangan;
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan
yang salah yaitu Terdakwa tidak pernah menyetubuhi Saksi di rumah;
Atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada
keterangannya:
2. saks [, < b:vah cumpsh pada pokoknya
menerangkan sebagal berikut:
- Bahwa Saksl kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu
Suami;
« Bahwa Saksl pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada
paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polr,
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah
Terdakwa telah menyetubuhi anak Terdakwa yakni saksi korban IR
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan kejadiannya;
- Bahwa Saksi tidsk melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015 sekitar pukul
11.00 Wita, Saksi korban [[lllbersama dengan Saks [N
I 0o ke ruman Saksi kemodian saxsi [ RGN

menyampaikan kepada Saksi bahwa saksi korban [ telah dsetubuhi
oleh Terdakwa di rumah dan di gunung:
- Bahwa Saksi juga diberitahu oleh Saksi korban [l bahwa saksi korban
I cah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali dengan
ancaman akan dipukul atau dibunuh oleh Terdakwa sehingga saksi koban
I = o ksa melakukan hal tersebut;
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- Bahwa setelah itu Saksi bersama dengan saksi [ GGG

membawa saksi kortan [l ke Puskesmas Pekiae untuk pemeriksaan

medis dan hasll pemerksaan menyatakan saksi korban [ t<ak

perawan lagi kemudian Saksi bersama dengan saksi korban [N dan
saksi | :ocokan kejadian tersebut ke Polsek

Pokkae;

- Bahwa setahu Saks|, Terdakwa adalah Ayah Tinl saksi korban [N

- Bahwa saat kejadian saksi korban [l berusia 11 (sebelas) tahun dan
duduk di bangku kelas V Sekolah Dasar (SD).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan
yang salah yaity Terdakwa tidak pernah menyetubuhi saksi korban I
gunung,

Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan
tetap pada keterangannya:

3. Saksi —dl bawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berkut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu
Suami;

- Bahwa Saksl pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada
paksaan darl plhak manapun juga di depan Penyidik Poir;

- Bahwa Saksl| dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masaksh
Terdakwa telah menystubuhi anak tirl Terdakwa yakni saksi korban IR

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan kejadiannya;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya;

- Bahwa awalnys Saksi melihat saksi korban [N tdak menggunakan
seragam sekolah lalu Saksi memanggd saksi korban [ den
menanyakan hal tersebut kemudian Saksi menanyakan keadan Ayah tiri
saksi koroan [ vokni Terdakwa yang sering mengantar jemput saksi
korban [l ¢ sekotah dan keliatannya akrab sekall sehingga Saksi
merasa curiga dan mempertanyakan kepada saksi korban N dengan
mengatakan ‘tidak pernah jeld diapa-apai sama bapak lirta” kalu saksi
korban [l menewst “diperkosa?” mendengar perkataan tersetut
Saksi kaget kemudian Saksi membawa saksi korban [l e catam kelas
yang kosong;
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- Bahwa sewakw di dalam kelas, saksi korban [l menceritakan batwa
saksi korban [ pemah diperkosa oleh Terdakwa di semak-semak
dekat gunung dan saat | saksi korban [N diancam apabila tidak
menuruti kemauan Terdakwa maka saksi korban [l skan dtinggalkan
di termpat torsebut dan Terdakwa juga akan dpukul dan dbunuh,

- Bahwa pada saat saksi korban [ bercerita, saksi korban [N
menangis;

- Bahwa saksi korban [ juga mencertakan bahwa saks korban
o2 telah diperkosa aleh Terdakwa di rumah sebelum berangkat ke
sexolah,

- Bahwa setelsh Saksi mendengar cerits saksl korban I Saksi
langsung membawa saksl korban [ menemul saksi [

I o menceritakan batwa saksi korbao I permah dperkosa oleh

Terdakwa.

. Bahwa selelah itu Saksi bersama dengan saksi korban -dan saksi
I coava saks korban [lke Puskesmas Pekiae
untuk mefakukan pemeriksaan dan setelah dilakukan pemernksaan temyata
betul saksi korban [ svudsh tdak perawan lagl, selanjuinya Saksi
bersama dengan saks [ -+ o ke Polsek Pekkag

- Bahwa pada saat kejadian saksl korban [ b=rusia 11 (sebelas) tahun
dan masih duduk di kelas V Sekolah Dasar,

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan
yang salah yaitu Terdakwa tdak permnah menyetubuhi saksi korban [N o
rumah;

Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan
tetap pada keterangannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan saksi yang
menngankan (saksi a de charge) atas nama [
yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga yatu Suami
Saksi;

- Bahwa saksi[Jill 2¢2lah anak kandung Saksi das suami pertama Saksi;

- Bahwa Saksi tdak pemah mendengar atau mengetahul jika Terdakwa telah

menyetubuti anak Saksi yakni saksi [JJll¢ Gurung:
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Bahwa Saksi tahu Terdakwa membonceng saksi [l ke Tanete Riaja
untuk memperbak televisi;
Bahwa saksi [ sclalu ikut dengan Terdakwa,
Bahwa Saksi pernah melihat ada bercak darah di celana dalam milik saksi
E—
Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperfihatkan di persidangan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pemah membenkan keterangan didepan Penydik Poln

namun ada paksaan;

Bahwa Tercakwa mengertl disjukan di persidangan sehubungan dengan

Terdakwa dituduh 1elah menyetubuhi anak Tin Terdakwa yaknl saksi korban
=

Bahwa awalnya pada bulan Nopember 2015 Terdakwa menjemput saksi

korban [ & sekolah lalu sstibanyas di rumah saksi korban [

mengganti baju kemudian Terdakwa dan saksi korban I pergi ke Tanete

Riaja untuk memperbaiki televisi

Bahwa setibanya di Tanete Riaja tepatnya di daerah semak-semak dekat

pegunungan, Terdakwa dan saksl korban I snogah untuk makan rotl

dan minum-minum sekatar 10 (sepuluh) menit;

Bahwa saksi korban I solal ikut dengan Terdakwa,

Bahwa Terdakwa tidak pernah menyetubuhi saksi korban [N karena saksi

korban = dalah anak tin Terdakwa;

Bahwa Terdakwa menikah dengan Ibu kardung saksi korban [N »ada

tahun 2014;

Bahwa Terdakwa menyangkall keterangan di Berita Acara Penyidik,

Bahwa sewaktu Terdakwa memberi keterangan di Penyidik, Terdakwa di paksa

untuk mengakul kalau Terdakwa pernah menyetubuhi saksi korban [N

dan Terdakwa dpukul pada baglan belakang dan kaki,

Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukli yang diperlihatkan di

persidangan:
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Menimbang, bahwa di persidangan tefah pula didengar keterangan saksi

Verbalisan atas nama AIPTU JUNAIDI yang dibawah sumpah dan pada pokoknya

menerangkan sebagal bernkut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tdak ada hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi sebagal Penyidk dalam pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dan
saksi korban G
Bahwa awalnya saksi koroan [N o niar oleh tantenya di
Polsek Barru untuk melaporkan adanya persetubuhan yang dilakukan oleh
Terdakwa dan disental Visum darl Dokter kemudian Pelsek Barru malimpahkan
laporan fersebut kepada Polres Barru dan Saksi ditunjuk sebagai Penydik
dalam perkaa tersebut,

- Bahwa yang pertama kall Saksl periksa yaltu saksi korban I dengan
didampingi oleh Polisi Wanita (Polwan) kemudian Saksi memernksa Terdakwa
dengan terlebih dahulu membacakan keterangan saksi korban [N 'a/v
Saksi mengajak Terdakwa untuk menunpukkan lokasi persetubuhan tersebut;

- Bahwa setbanya dl lokasl atau tempat kejadan perkara, Terdakwa
menunjukkan tempat Terdakwa menyetubube saksi korban [N t2npa
keraguan lalu Saksi mendokumentasikan dalam bentuk foto;

- Bahwa pada saal Saksi memeriksa Terdakwa, Saksi sempat kesal dan
memukul Terdakwa karena Terdakwa duduk tidak soparn,

- Bahwa setelah Terdakwa diperiksa, Saksl memberikan Berita Acara
Pemeriksaan kepada Terdakwa untuk dibaca namun Terdakwa hanya melihat
saja dan mengatakan sudah benar dan selanjutnya Terdakwa menandatangani
Berita Acara Pemerlksaan tersebut,

- Bahwa Terdakwa mengakul kalau Terdakwa telah menyetubuhs saksi korban
B scbonyak 2 (dua) kal & lereng gunung namun Terdakwa tdak
mengakul kalau Terdakwa pemah menyetububi saksi korban [N & rumah;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti
berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos wama Orange;

= 1 (satu) lembar celana kaos wama Qrange:

- 1 (satu) lembar celana dalam wama Putih;

- 1(satu) lembar baju laos datam wama Putih Hijau;

- 1(sat) lembar sarung tidur wama Kuning gambar bunga-bunga
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1 (satu) lembar baju kaos wama Biru bis Merah;
- 1 (satu) lembar celana kain warna Cokiat;
- 1 (satu) lembar celana dalam kaos wama Hitam Abu-abu,
1 (satu) lembar sarung tidur wama Merah Hijaw;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea NoPol DD 3195 1Z, Nomor
Rangka FB 044-34427, Nomor Mesin FAE-1026558 beserta kuncinya;
Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersabut telah dilakukan penyitaan
secara sah menuryl hukum dan setetah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian
diperlihatkan kepada para saks) dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenall dan
membenarkan barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterma
sabagai barang bukti dalam perkara ini;
Menimbang, bahwa telah diajukan pulta bukti surat berupa:
1 Visum et Repertum No @ O1/PKMTR/I2016 tanggal 4 Januan 2016 oleh dr.
Mutmainnah S dan Puskesmas Pekkae Kabupaten Bamu mengenai
pemeriksaan Visum er Repertum atas nama [N umur 10 (sepulub)
Tahun dengan hasil sebagai berikut:

Anamnesisi: Tiba o Puskesmas Pekikae pada har Sabtu tanggal 12 Desember
2015 dengan keluhan penganiayaan seksual yang terakhir dilakukan pada tanggal
11 Desember 2015;

Hasit Pemeriksaan:

«  Tampak cairan/ lendir putih di bagsan llang senggama;

- Tampak kemerahan di bibir vagina dalam, tidak ada luka, tidak nyeri pada
parebaan;

- Selaput darah sudah tidak ada;

Kesimpulan : Korban menderita akibat benda tumpul;

2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No GG :1c nama TR
B (ahi pada tanggal 1 April 2004;

3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor I -t nama [
[ ]

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan
Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan pula dengan Barang bukti dan
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1t surat yang digukan o persidangan, dipercleh fakia hukum yang selanjulrwa
fakta hukum tersebut akan diuraikan datam pertimbangan unsur;

Menimbang, bahwa selanjtnya Maelis Hakim akan mempertimbangkan
apakah berdasarkan lakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah
melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya:

Menimbang. bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan
dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 81 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor
35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsumya adalah sebagal
berikut:

1. Setiap Orang;

2. Selaku orang tua, wall, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan;

3. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa
anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menwnbang. bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majeks Hakim akan
mempertimbangkannya sebagal berkut,

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang. bahwa yang dimaksud dongan setiap orang adalah orang
atavpun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajban yang
kepadanya dapal dmintakan pertanggung jawaban atas perbuatan  yang
dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telsh diajukan Terdakwa N

I i scielah diperiksa identitas Terdakwa, sesuai
sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan
rohani sena Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan gwa
karena sakit dan juga Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga
Tercakwa calam perkara ini dapat dimintakan pertanggung jawaban atas dakwaan
Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada pelaku perbuatan
yang didakwakan sehingga harus dapat dibuktikan Terdakwalah pefakunya oleh
karena itu unsur ini tidak dapat dipertimbangkan tersendin melainkan bersama-sama
dengan unsur yang mengikutinya. Unsur “Sefiap Orang” tersebut akan terpenuhi bila
unsur (ainnya telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;
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.2.Selaku orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga
kependidikan;

Menimbang, bahwa techadap unsur ini mengandung beberapa elemen unsur,
sehingga pka salah salu elemen darl unsur tersetxt telah terpenuhi atau terbuki,
maka elemen unsur yang lain tidak periu dibuktikan lebih lanjut, dalam artan unsur
ini bersifal alternative, adinya melihat elemen  unsur mana yang lebih cenderung
mendekati atau sama dengan fakta hukum atau kenyataan hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun
2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perindungan Anak yang dimaksud dengan "Orang tua” adalah Ayah
danfatau lou kandung, atau ayah dan/atau ibu tid, atau ayah danfatau ibu angkat,;

Menimbang. babwa berdasarkan keterangan saksi korban [N

- N - I
S o ksterangan Terdakwa serta bukti surat diperoleh
fakta bahwa Terdakwa ielah menkah dengan ibu saksi korban Nuraeni yakni saksi

I oo tanggal 29 Januarl 2015 dan telah tinggal satu
rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun dengan saksi kocoan [N can saksi
B S:hingga dengan demikian adalah benar Terdakwa telah bertindak
sebagal orang tua saksi korvan [N

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur “Sefaky orang tua. wak,
pengasuh anak. pendidik atau tenaga kependidikan”ini teiah terpenuhi;
Ad.3.Dengan sengaja mefakukan kekorasan atau ancaman kekerasan

memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang

fain;

Menimbang. bahwa yang dimaksud "dengan sengaja’ adalah kehendak darn
pelaku yang diarahkan pada terwyudnya perbuatan, dirana pelaku mengetahui dan
menghendaki tesjadinya sesuaiu hal sesuai dengan keinginannya;

Menmbang, bahwa pengertian ‘anak” sebagaimana datur dalam Pasal 1
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan alas Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perfindungan Anak adalah
seseorang yang belum berusia 18 (delapan belkas) tahun, termasuk anak yang masih
dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakia hwkum di persidangan terungkap fakta-
fakta sebagal berikut:
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Bahwa pada harl dan tanggal yang sudah tidak diingat iags sekitar bulan
November 2015 pukul 16.00 Wita bertempat di Dusaun Alakkang. Desa
Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru tepainya di
semak-semak Terdakwa telah menyetubute saksi korban [N

- Bahwa awalnya pada pukul 12,00 Wita Terdakwa menjemput Saksi korban

B i cckolah, setibanya o rumah Saksi korban @ mengganti
pakalan dengan memakal baju kaos wama orange dan celana panjang,
selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi korvan I cengan mengatakan
“ayo ke gunung untuk Istrahat”, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi
korban [ berangkat ke gunung;

- Bahwa setelsh tiba di lereng gunung pinggir jalan, Terdakwa menyuruh
Saksi korban [ uotuk membuka celana dengan mengatakan ‘buka
cedanamu’ namun Saks| korban [l mengatakan “tidak mauka” dengan
bahasa Bugis namun Terdakwa memaksa dengan mengatakan “bukami
celanamu kalau tidak mau saya tinggalko”, karena takut lalu Saksi
korban [ membuka celana panjang Saksl dan Terdakwa Juga
membuka cetana panjang Terdakwa hingga lutut;

- Bahwa selangutnya Terdakwa membaringkan Saksi korban [l d! atas
rumput dan memegang kedua tangan Saksi kocban IR 'alv Terdakwa
mencium pipi dan menindih tubuh Saksi korban [N v Terdakwa
memasukkan alat kelamin Terdakws ke dalam alat kelamin Saksi korban
I sciama kurang lebih 2 (dua) menit hingga Terdakwa mengeluarkan
cairan berwarna putih dan alat kelamin Terdakwa.

- Bahwa setelah tu Terdakwa menyuruh Saksi korban [ bedcin dan
memakal kemball celananya lalu Terdakwa mengatakan “Jangan cerita
sama orang lain, saya pukulko itu, saya bunuhko" lalu Terdakwa
mengajak Saksi korban [ Pviang ke rumah;

Menimbang, batwa bercasarkan Visum Et Repertum No : 01/PKM/TRA/2016

tanggal 4 Januan 2016 coleh dr Mutmainnah S dan Puskesmas Pekkae Kabupaten

Barru mengenai pemeriksaan Visum er Repertum atas nama [ umur

11 (sebelas) Tahun dengan hasil sebagai berikut:
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Anamnesisi: Tiba di Puskesmas Pekkae pada hari Sabtu tanggal 12 Desember
2015 dengan keluhan penganiayaan seksual yang terakhir dilakukan pada
tanggal 11 Desember 2015;
Hasil Pemeriksaan:
- Tampak cairan/ lendir putih di bagian llang senggama;
- Tampak kemerahan di bibe vagna dalam, tidak ada luka, tidak nyen pada
perebaan,;
- Salaput darah sudah tidak ada;
Kesimpulan : Korban menderita akibat benda wmpul;

Menimbang. bahwa berdasarkan bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta
Ketatiran Nomor: | - - : o [ i pada tanggal
1 April 2004, sehingga pada saat kejadian saksi koan [ bersia 11
{sebelas) Tahun;

Menimbang. bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis
Hakim berpendapat Terdakwa dengan menggunakan ancaman kekerasan yaitu
ancaman akan membunuh saksi korban [ teiar memaksa saks korban
I ':g saat itu masih berusia 11 (sebelas) Tahun untuk melakukan
persetubuhan dengannya. sehinga unsur “dengan senga@ melakukan kekerasan
aau ancaman kekerasan memaksa anak untuk  melakukan  persetububan
dengannya”telah terpenuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
temyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seduruh unsur-unsur dari Dakwaan
Penuntut Umum, sehingga Majels Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “selaku Wali
dengan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan
persetububan dengannya’;

Menimbang. bahwa dan kenyataan yang diperoleh selama persidangan
datam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan
Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau
alasan pemaal, oleh karenanya Majelis Halim berpendapat bahwa perbuatan yang
dilakukan Terdakwa harus dipertanggungawabkan kepadanya;
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Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu benanggungiawab, maka
Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang ddakwakan terhadap
din Terdakwa oleh karena itu harus dijatehi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002
tentang Pedindungan Anak menentukan mengenal adanya pidana yang sifatnya
limitative yaitu ancaman pidana paling singkat 5 (Wma) tahun, dan juga ditentukan
pula mengenal adanya pidana denda dengan ancaman paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), yang kedua pidana tersebut sifatnya
kumulatit imperatil sehingga wajib  untuk  dijatuhkan  bersama-sama  apabiia
Terdakwa dinyatakan bersalsh, dengan ketentuan apabila pi:hna denda yang
mtmkﬁw.m&mldwmumwmwmm
mﬂmamwhn dalam amar putusan di bawah inl;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tethadap Terdakwa telah dikenakan
penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan
tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa cditahan dan penahanan terhadap
Terdakwa dlandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap
berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diagukan di persidangan akan
ditentukan statusnya dakam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana atas din Terdakwa, maka
perlu dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang
mernngankan bagi Terdakwa sebagaimana yang dientukan dalam Pasal 187 ayat
(1) hurut | Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berkut:

daan memberatkan:
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat,
- Pecrbuatan Terdakwa telah merusak masa depan korban dan mengakibatkan
korban mengalami trauma dan ketakutan,
- Terdakwa berbeift-belt datam membernkan keterangan di persidangan,
Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjang tidak akan

menguiangi lag perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
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Terdakwa telah berusia lanjut;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa

sebelumnya lidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka
kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang
besamya akan ditentukan dalam amar putusan ind;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 81 ayat (1) dan (3) Undang-undang
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal-pasal darl Undang-Undang
Republik Indonesia Nomar 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman,
serta pasal-pasal dan paraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILIL:

-

- Menyatakan Terdakwa | (1)
secara sah dan meyakinkan bersalah metakukan tindak pidana "Sefaku orang
tua dengan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan
persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut
Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara
selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sejumiah Rp60.000.000,- (enam puluh
juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti
dengan padana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dialani Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dar pidana yang dijatubkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditshan;

5. Menetapkan barang bukti barupa:

= 1 {sat) lembar baju kacs wama Orange:

= 1 {satu) lembar celana kaos wama Orange:.

- 1 {satu) lembar celana dalam wama Putlh;

- 1 (satu) lembar baju laos dakam wama Putih Hijau;

1 (satu) lembar sarung tidur warna Kuning gambar bunga-bunga;

Dikembalikan kepada saksi korban [N

- 1{satu) lembar baju kaos wama Biru bis Merah;

Halaman 17 dan 18 Runusan Nomar 08P Sus2016/PN.8R

-

e o Aaree oy DA S DA

V—— g T S —— e

o Ay ] —— by e — L —— Ay ) obe s
L I T Molscman 17

XXIX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) lembar celana kain warna Cokiat,
- 1 {satu) lembar celana dalam kaos wama Hitam Abu-abu;
1 (satu) lembar sarung tidur wama Merah Hijau:
1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea No. Pol DD 3195 12, Nomor
Rangka FB 044-34427, Nomor Mesin FAE-1026558 beserta kuncinya;
Dikembalikan kepada Terdakvwa.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumiah RpS.000.00
(lima riu rupsah),

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Makim
Pengadilan Negeri Barru pada hari Rabu Tanggal 23 Maret 2016 oieh RUSLAN
HENDRA IRAWAN, SH. MM, sebagai Hakim Ketus, NURLELY, SH., dan
SULASMY TRI JUNIARTY, SH, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Angaota
tersebut, dibantu oleh AMRULLAH, S.H.,M.H,, Panitera Pengganti pada Pengadilan
Noger Barru, serta ditadifi cleh SATRYAWATI, S.H.M.H., Penuntut Umum serta i
hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa,

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

LY, SH RUSLAN HENDRA IRAWAN, SH.MH.

SULASMY TRI JUNIARTY, SH.

Panitera Penggantl,

AMRULLAH, S H.MH,
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